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Skripsi ini berjudul tentang Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala 
Desa Bungurasih Tahun 2016. Adapun rumusan masalah penelitian ini, pertama bagaimana 
bentuk politik kekerabatan yang dilakukan masyarakat Desa Bungurasih, kedua bagaimana 
peran kerabat dalam pemenangan Pemilihan Kepala Desa 2016. Sedangkan tujuan penelitian 
yang pertama untuk mengetahui bagaimana bentuk politik kekerabatan Desa Bungurasih 
mencakup wilayah kerabat, pengamatan, dan praktek kehidupan bersama dalam lingkup 
politik desa.Kedua untuk mengetahui peran dan upaya kerabat dalam Pemilihan Kepala Desa 
2016.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis Field research. Adapun 
teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah observasi, in dept 
interview(wawancara mendalam)dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam 
penelitian ini menggunakan analisa data kualitatif meliputi reduksi data, display data, 
verifikasi dan simpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan yang digunakan adalah trianggulasi  
sedangkan teori yang digunakan adalah antropologi politik, konsep kekuasaan. Hasil temuan 
penelitian ini adalah pertama, bentuk politik kekerabatan yang terjadi dalam Desa 
Bungurasih selain semua Kepala Desa hanya lingkup keluarga Ibu Eni, mayoritas warga 
adalah kerabat. Kedua peran kerabat dalam pemenangan Pemilihan Kepala Desa yakni 
menjadi tim keberhasilan  dari kerabat yang di calonkan. 
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A. Latar Belakang 
 Dalam sistem Pemerintahan Indonesia, desa merupakan bagian 
pemerintahan paling dasar. Desa merupakan aset  dalam negara sehingga 
pengelolahannya harus sebisa mungkin menghasilkan peningkatan kualitas, 
namun dalam realitas terjadi dilapangan sering terjadi kesalahan 
kewenangan dalam implementasi hal tersebut. Tidak hanya disitu saja 
anomali ataupun ketimpangan juga banyak dilakukan oleh beberapa 
Aparatur desa, bahkan terjadi distorsi dalam menyelenggarakan 
kewenangan dan tugas dalam pemimpin desa. 
 Berbicara tentang Pemilhan Pemimpin Desa atau Pilkades adalah 
suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang 
nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan 
pembangunan desa selama calon terpilih sebagai Kepala Desa yang 
mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga 
setempat.
1
Pilkades merupakan salah satu kegiatan politik yang menarik bagi 
masyarakat desa. Pilkades di Indonesia saat ini masih penuh dengan 
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Ananda Santoso,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia(Surabaya:Alumni,2000),290 
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ironisme. Di satu sisi, rakyat yang sangat apatis dan tidak peduli sehingga 
tingkat partisipatif masyarakat dalam Pilkades menurun. Apatis masyarakat 
ini justru dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk meraih jabatan dan 
kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaan politik. Mereka adalah para elit 
desa yang ingin melanggengkan kekayaan dan kekuasaan agar tetap jatuh 
kepada garis keluarga. Sehingga fakta menunjukan keberadaan Calon 
Kepala Desa masih didominasi oleh segelintir orang yang berkuasa dari 
golongan desa. 
Kekuasaan, modal materi, dan modal sosial pada dasarnya sebagai 
alat untuk meraih kemenangan. Disini Calon Kepala Desa memainkan 
sumber kekuasaan untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. 
Dalam prakteknya Calon Kepala Desa membutuhkan sebuah cara yang 
efektif. Melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang seperti membuat 
rancangan strategi sampai pada memanfaatkan ikatan keluarga sebagai tim 
sukses untuk melanggengkan kekuasaan, sumber kekuasaan itu diharapkan 
dapat menarik dukungan yang lebih besar pula. 
Fenomena majunya Calon Kepala Desa yang mempunyai hubungan 
keluarga dengan pejabat sebelumnya, bahkan banyak dari warganya yang 
merupakan kerabat sebenarnya sangat ironis. Hal ini menunjukan bahwa 
kursi Kepala Desa adalah jabatan yang menguntungkan, membawa berkah, 
dan bisa dijadikan sarana untuk mengumpulkan kekayaan serta 
melanggengkan kekuasaan untuk diturunkan kepada keluarga maupun 

































kerabat sendiri. Pilihan regenerasi model kekerabatan seperti ini jelas 
merupakan cermin bahwasannya masyarakat desa masih mempraktekan 
model demokrasi tradisional yang hanya percaya pada kemampuan yang 
dimiliki calon-calon yang masih memiliki hubungan keluarga dengan 
pemimpin terdahulu.
2
 Model ini mirip dengan praktek politik patrimonial. 
Karena kepercayaan ini maka penyerahan mandat atau jabatan 
kepemimpinan di desa hanya akan berputar disekitar lingkaran kerabat yang 
 memiliki garis karir politik dan kekuasaan. Calon yang mempunyai 
hubungan keluarga dengan orang-orang berpengaruh di daerahnya pasti 
akan lebih diuntungkan dari pada calon lain. Orang-orang berpengaruh 
itulah yang kemudian disebut elit desa. 
Dalam Kajian Antropologi Politik Kekerabatan, politik kekerabatan 
sanggup dan bertahan menghadapi evolusi politik.Antropologi mempercayai 
politik kekerabatan akan menjadi dominan.
3
 Pada dasarnya budaya politik 
kekerabatan memunculkan banyak pro dan kontra. Sebagian ada yang 
menganggap baik karena kestabilan politik terjaga dan sebagian pula ada 
yang menganggap bahwa politik kekerabatan hanya alat yang digunakan 
para pejabat untuk melanggengkan kekuasaannya. Selain itu politik 
kekerabatan mempersempit kesempatan bagi orang lain yang berpartisipasi 
lebih untuk menjadi Kepala Daerah karena biasanya calon pemimpin dari 
politik kekerabatan lebih banyak dukungan. 
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Political Antropology”Paradigms and Power”Donal V Kurts Hal.83 

































Menjamurnya politik kekerabatan khususnya di desa-desa 
merupakan bukti nyata bahwa demokrasi tidak berjalan dengan baik, 
realitasnya banyak sekali Calon-calon Kepala Desa yang kualitasnya 
dibawah standarisasi akan tetapi bisa menduduki jabatan Kepala Desa yang 
strategis. Ternyata adanya demokrasi tidak menyehatkan  rakyat, tidak 
membuat masyarakat terdidik, justru sistem demokrasi itu disalah gunakan 
atau dicederai oleh oknum-oknum atau masyarakat yang undemkratik. 
Maksudnya sistem demokrasi sudah benar akan tetapi sistem demokrasi 
diterapkan kepada orang yang belum paham tentang apa hakikat demokrasi, 
maka demokrasi tersebut berarti demokrasi lipstik yang artinya demokrasi 
yang hanya di bibir saja akan tetapi implementasinya masih kerajaan atau 
otokrasi. Sehingga yang disalahkan bukan sistemnya, tetapi orang yang 
harus ditingkatkan pemahamannya tentang demokrasi. 
Melihat berbagai penjelasan diatas, peneliti mengambil objek 
tentang Peran Kekerabatan Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Desa 
Bungurasih 2016. Ibu Eni yang latar belakangnya hanya lulusan SLTA dan 
sebagai calon petahana menang telak dari  hasil 5.344 suara sah Ibu Eni 
mendapat suara 3.016 dan pesaingnya terberatnya hanya 1.143 
penghitungan suara
4
.Selain sebagai pemimpin perempuan yang dijadikan 
patron oleh warganya ternyata Ibu Eni mempunyai  latar belakang darah 
keturunan  pendiri punden desa
5
, Ayah beliau yang bernama H.Utsman Ali 
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 Mr. R“Ketua RT Bungurasih Utara”,wawancara 31 Agustus 2017, Pukul 21.00 sampai selesai. 
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pernah  menjabat yakni periode tahun 1970-1980, sedangkan suaminya 
Ashori Sujoko beliau  menjabat Kepala Desa  periode tahun 1980-2000 pada 
massa H.Utsman Ali  ayah beliau merupakan dimata masyarakat dipandang 
tidak baik karena tidak terlaksananya pembangunan jempatan tol 
penghubung antara Desa Bungurasih dengan Desa Ketegan. Di masa Suami 
beliau sempat ada Pemilihan Kepala Desa yang di sebut “Bombong Kosong” 
yakni tanpa adanya pesaing, dimana semua masyarakat menyukai 
kepemimpinan suami beliau  yang terkenal sopan, dermawan, perhatian 
terhadap warga. Kerabat beliau  Sugandi 2000-2010 dimana era 
kepemimpinannya terdapat banyak permasalahan termasuk uang 
pembebasan lahan Tol Juanda, penjualan irigasi desa, pendirian tiang 
reklame tanpa berunding dengan warga sekitar. Akhirnya Ibu Eni menjabat 
tahun 2010 sampai sekarang. Adapun organisasi kemasyarakatan beliau 
yakni ketua PKK, muslimat, dan IHM. Kampanye yang dilakukan Ibu Eni 
yakni dengan mengadakan pengajian, karena masyarakat Bungurasih adalah 
masyarakat yang religius, maka untuk mendapatkan suara masyarakat beliau 




Jika melihat latar belakang calon  yang hanya lulusan SLTA, artinya 
calon tidak memiliki pengetahuan, kemampuan dan wawasan  mengenai 
politik, maka akan  muncul pertanyaan kenapa masyarakat memilih Ibu Eni 
apakah karena keturunan pendiri  punden desa, atau bahkan  dari suaminya, 
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 Bapak Ali Kasih Pembangunan“arsip desa”, wawancara 22 November 2017 

































dari sini banyak timbul pertanyaan tentang sosok Ibu Eni, namun setelah 
melakukan wawancara lebih lanjut dengan tokoh masyarakat bahwasannya 
di Desa Bungurasih mempunyai lima wilayah warga atau dalam sebutan 
RW yakni dimana RW 1 Bungurasih, RW 2 Bungurasih Barat, RW 3 
Bungurasih tengah mayoritas warganya masih kerabat Bu Eni.
7
Karena 
banyaknya warga yang masih terikat kerabat memungkinkan kekerabatan 
Ibu Eni menang  dalam setiap Pemilihan Kepala Desa. Berikut ini tabel hasil 
Pemilihan Pilkades 2016. 
Tabel 1.1 Hasil Pemilihan Kepala Desa 2016 
Calon Nama Kepala Desa Perolehan Suara 
Aruman 18% 
Nanang Suyatno 4% 
Abdul Mutih 21% 
Hj. Eni Rosida Hartiwi 57% 
  Sumber: arsip Desa Bungurasih tahun 2016 
Dari tabel 1.1 di atas pada Pemilihan Kepala Desa 2016 Ibu Eni 
tidak mempunyai pesaing yang berarti artinya Ibu Eni menang telak. 
Berikut ini merupakan hasil Pilkades tahun 2010. 
Tabel 1.2 Hasil Pemilihan Kepala Desa 2010: 
Calon Nama Kepala Desa Perolehan Suara 
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Dewi Arofa 20% 
Hj. Eni Rosida Hartiwi 32% 
Zulkifli, HS.BE 18% 
Wisnu Pradono 20% 
Sarwono 10% 
  Sumber: arsip Desa Bungurasih tahun 2010  
Dari hasil Pemilihan Kepala Desa tahun 2010, Ibu Eni 
mencalonkan pertama kali dalam Pilkades namun mendapatkan 32% 
suara, mengalahkan Zulkifli seorang akademisi dan mengalahkan Wisnu 
Pradono orang yang mempunyai pengaruh serta sebagai Politisi Partai 
PDIP yang sekarang menjabat  sebagai salah satu Anggota DPR. 
Memungkinkan memanfaatkan mayoritas warganya yang masih ada 
hubungan kerabat menjadi tim pemenangan. Berikut ini hasil Pilkades 
Desa Bungurasih tahun 2001;  
Tabel 1.3 Hasil Pemilihan Kepala Desa 2001: 
Calon Nama Kepala Desa Perolehan Suara 
Ahmad Sudirman 28% 
Sri Suwarni 5% 
Nur Salam 9% 
Abdul Wahid Musyidad 20% 
Krisna Sugandi 38% 
  Sumber: arsip Desa Bungurasih tahun 2001  

































Krisna Sugandi yang notabanenya masih kerabat Ibu Eni secara 
otomatis kekerabatan mereka sama. Berdasarkan fakta tabel diatas 
menunjukan peran  kerabat sangatlah  penting dalam  setiap kemenangan. 
Pemilihan pemerintah desa yakni Pilkades Desa Bungurasih masih 
dikuasai oleh segelintir elit desa bahkan bahkan pemimpin terdahulu 
sampai sekarang masih mempunyai ikatan keluarga. Fakta lainya yang 
ditemukan oleh peneliti yakni  60% dari warganya masih terikat kerabat 
dengan Kepala Desa sehingga memperkecil kesempatan pesaing untuk 
menang dalam Pilihan Kepala Desa. Adapun fakta menarik yang 
ditemukan dalam penelitian ini yakni konsep pemikiran Ibu Eni dari 
pengalaman suaminya sebagai mantan Kepala Desa.  Berdasarkan fakta-
fakta diatas penelitian  ini menarik untuk di tulis. 
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana bentuk politik kekerabatan Desa Bungurasih? 
2. Bagaimana peran kerabat dalam pemenangan PemilihanKepala Desa 
2016 ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan pokok-pokok masalah yang dirumuskan diatas, 
tujuan penelitian ini adalah: 

































1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk peran kekerabatan Desa 
Bungurasih mencakup  peta wilayah kerabat, pengamatan, dan 
praktek kehidupan bersama dalam lingkup politik desa. 
2. Untuk mengetahui peran dan upaya kerabat dalam kemengangan 
Pemilihan Kepala Desa 2016. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini, berusaha mendeskripsikan secara cermat dan 
sistematis tentang Peran Kekerabatan Desa Bungurasih Dalam 
Pemenangan Pilihan Kepala Desa 2016 yang diharapkan berguna: 
 
1. Manfaat Teoritis 
Secara teori sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan 
teori-teori tentang antropologi politik kekerabatan, serta sebagai 
bahan rujukan bagi penelitian-penelitian berikutnya tentang 
permasalahan kekerabatan politik terutama kekerabatan dalam desa. 
 
2. Secara Praktis 
Adapun secara praktis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan masukan kepada  Kepala Daerah agar tidak melakukan 
politik kekerabatan, hal ini di karenakan agar sistem demokrasi tidak 
parsial.   
 

































E. Tinjauan Pustaka 
Pertama,“Eltris Riya Widiya Wati, Peta Kekuatan-Kekuatan 
Politik Lokal Di Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa 
(Pilkades)”, 2009, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Universitas Airlangga. Fokus penelitian dalam Pemilihan Kepala Desa 
pengaruh materi sangat besar lebih menonjol dari pada faktor figur dalam 
kemenangan seseorang Kepala Desa sedangkan pendidikan kurang 
diperhatikan. Peta kekuatan yaitu adanya kekuatan lokal yang 
berpengaruh saling berkoalisi, berkonflik,berintegrasi untuk memperoleh 
dukungan massa sehingga memperoleh kemenangan di dalam Pemilihan 
Kepala Desa. Kekuatan politik tersebut kelompok-kelompok kepentingan 
dari sektor agama, pemuda, ibu-ibu, kader partai dan orang-orang yang 
mempunyai kekuasaan baik formal dan informal. Persamaan dan 
perbedaan dalam fokus penelitian yakni Eltris Riya Widiya Wati  
menjelaskan peta kekuatan politik lokal yang cenderung money politik 
dalam Pemilihan Kepala Desa sedangkan penelitian saya menggunakan 





Kedua, “Nur Holifa,Politik Dinasti: Studi Kasus  Kemenangan 
Dinasti Samidin Dalam Pilkades Di Desa Banjar Kec. Kedundung Kab. 
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Sampang”,2016, Skripsi, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas 
Islam Negeri Surabaya. Fokus penelitian dalam pilihan Kepala Desa 
yakni strategi politik atau strategi kemenangan yang dilakukan oleh 
dinasti Samidin untuk mempertahankan kekuasaan  adalah dengan cara 
memenuhi semua keinginan masyarakat tetapi itu semua dianggap 
sebagai hutang dan  masyarakat secara tidak langsung terikat oleh Dinasti 
Samidin dan kedua faktor utama yang menyebabkan masyarakat tidak 
bisa lepas dari Dinasti Samidin adalah dibalik nama Sirat  yang  pada 
masanya memimpin masyarakat secara otoriter.
9
Persamaan dan 
perbedaan dengan penelitian saya yakni  Nur Holifa menjelaskan Strategi 
Kemenangan Kepala Desa dengan mengikat terkait keinginan 
masyarakat yang diwujudkan namun bentuk wujud hutang terhadap 
pemimpin desa, sehingga masyarakat harus memilih pemimpin dari 
keluarga Samidin sedangkan penelitian saya yakni Pemilihan Kepala 
Desa yang dimana mayoritas masyarakat masih terikat kerabat dengan 
pemimpin desa sehingga calon petahana atau  pemimpin desa bisa 
menang lagi dengan menjadikan mayoritas keluarga sebagai tim sukses. 
 
F. Sistematika Pembahasan 
 
 
          Dalam penelitian ini disusun dalam  beberapa bab dengan 
sistematika sebagai berikut: 
                                                          
9
Nur Holifa, Politik Dinasti(Studi Kasus Kemenangan Dinasti Samidin Dalam Pilkades Di Desa 
Banjar Kec. Kedungdung Kab. Sampang), 206, Skripsi Hal 11-12  

































          Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang  masalah, fokus 
penelitian, perumusan  masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 
penelitian. 
         Bab II Kajian teori, berisikan landasan teoritis terhadap Peran 
Kekerabatan Desa Bungurasih Dalam Pemenangan Pemilihan Kepala 
Desa 2016, pengertian politik kekerabatan,  data-data politik kekerabatan 
di Indonesia, konsep kekuasaan dan teori-teori tentang politik 
kekerabatan. 
         Bab III   Metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis 
penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis 
data, teknik keabsahan data, metode verifikasi data. 
         Bab IV Penyajian data, berisikan gambaran umum lokasi 
penelitian, sobjek dan objek penelitian,  politik kekerabatan,  serta 
gambaran kekerabatan yang ada Di Desa Bungurasih, analisis data, berisi 
analisis hasil  pengamatan yang dikaitkan dengan teori-teori yang sudah 
dijelaskan  di bab sebelumnya. 









































A. Politik Kekerabatan 
Konsep paradigma  proses Donal V Kurtz, konsep-konsep paradigma 
proses menolak ide-ide fungsional yang berbentuk sosio-politik, 
memelihara aturan, dan bentuk sistem politik yang mendasari titik yang 
tepat dari antropologi politik. Meskipun paradigma proses menyediakan 
strategi-strategi untuk penelitian dan analisis dari pengendalian politik 
selama proses, baik antropologi politik maupun politik level lokal tidak 
sepenuhnya paradigma fungsional. 
Justru pelaksana proses mengenalkan ide-ide baru melalui para 
antropologi politik yang tidak suka dengan penafsiran fungsional dari 
politik yang menyumbangkan bagian bawah paradigma fungsional. 
Namun, beberapa ahli antropologi melanjutkan untuk mempertahankan 
pengemban fungsional dari bentuk politik karena mereka menyediakan 
analisis yang rapi. 
Paradigma proses menyediakan para antropologi dengan 
prespektif baru dan beraneka ragam mengenai politik. Konsepnya 





































mengerucutdan  mendalam dari pada yang ada sebelumnya, pengesahan, 
dukungan, golongan, kepemimpinan, konflik, kekuasaan,dan isu-isu yang 
lain. 
Konsep paradigma menghentikan dalam kata, jika tidak 
dipindahkan sinkronisasi tipologi dan fungsional berhubungan dengan 
bentuk politik, seperti garis, keturunan, dan pemerintahan.
10
 Dalam 
tepatnya, mereka menyerahkan motodologi yang mengembangkan 
politik-politik sebagai dinamis, pengendali proses yang berhubungan 
dengan membangun tim, formasi golongan, dan strategi yang memimpin 
perolehan kekuatan. 
Awal dari konseptualisasi marak dalam politik sebagai proses 
dilihatkannya dalam memasukkan dan melaksanakan tujuan umum dan 
dalam pencapaian perbedaan dan penggunaan kekuasaan oleh anggota 
kelompok yang bersangkutan dengan tujuan-tujuan tersebut. 
Penekanan pada paradigma proses disini tidak lain adalah untuk 
meyakinkan bahwa bagaimana proses politik dan konflik sangat 
mempengaruhi perubahan sistem politik. Hal ini sekaligus menegaskan 
bahwa konseptualisasi dalam politik sebagai proses yang berkaitan dalam 
penentuan dan pelaksanaan tujuan politik atas hasil capaian yang 
berbeda-beda, tentunya sangat berkaitan dengan penggunaan kekuasaan 
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(power) yang dilakukan oleh anggota masyarakat tertentu dengan tujuan-
tujuan tertentu pula. 
Definisi diatas juga menunjukan bahwasannya proses politik sarat 
dengan konflik. Sedangkan konflik itu sendiri bisa diselesaikan dengan 
penggunaan kemampuan dan kekuasaan (power) masing-masing 
kelompok. 
Oleh karenanya, paradigma proses berawal dari “terobosan” 
kondisi damai di dalam realitas sosial yang menghasilkan krisis sosial 
dan memaksa mobilisasi kekuatan besar untuk menerobos realitas sosial 
yang damai tersebut. Jika konflik berlanjut, maka akan memaksa agen 
untuk mengembangkan dan menyebarkan mekanisme perbaikan atas 
munculnya konflik tersebut. Pada akhirnya  secara perlahan, kondisi 
damai akan diwujudkan antara pihak-pihak yang berkonflik. Oleh 
karenanya Kurtz pada akhirnya menekankan bahwa proses ini 
merupakan bagian dari penyelesaian masalah(solution) atas berbagai 
konflik yang terjadi setiap hari. 
Kelemahan paradigma proses bukan tanpa masalah, sebagai 
fungsionalisme yang implisit dalam “model dinamis” dari sosial drama. 
Beberapa konsep perubahan (dinamis) yang lain, seperti wajah politik 
dan arena politik, begitu ambigu dan sulit untuk lapangan, diterapkan ide 
dari wilayah dan arena politik terdengar menarik, tetapi dalam praktek 
penerapannya penuh dengan kesulitan metodologi. Halini sangat sulit 

































untuk menerapkan ide wilayah lapangan dan arena situasi institusional 
yang komplit, dimana level lokal wilayah politik dan arena masyarakat 
modern melengkapi dengan level dan melebihi lain dari organisasi politik 
negara dan level negara maju. Hari ini, jika ide ini digunakan secara 
keseluruhan, maka ide ini hanya akan berlaku sebagai hiasan dalam 
struktur yang sulit untuk objek struktur. 
Dalam paradigma proses, pelajaran tentang studi faksi-faksi 
diharapkan menjadi pengantar kedalam ikatan dari tindakan politik dan 
konflik. Hal ini tidak terjadi, beberapa penulis misalnya Bailey, 
menggunakan ide yang cooperative untuk menganalisa proses-proses 
politik yang bermacam-macam. Tetapi, meskipun ide atau gugatan 
Bailey tentang faksi-faksi sebagai sebuah kelompok, tanggapan tidak 
menjadi paling menarik perhatian dalam pemikiran para antropologi 
politik. 
Ada alasan-alasan untuk hal ini. Dalam bagian ini karena 
mengetahui macam-macam faksi atau golongan-golongan ini, sebuah 
praktek fungsional menjadi lebih penting dari pada menyelidiki 
perubahan politik mereka. Terkait teori politik kekerabatan peneliti 
menggunakan kacamata Antropologi Political Kinship oleh Donal V 
Kurtz. 
 

































1. Pernikahan Dan Eksogami(Pernikahan Di Luar Suku Atau 
Pernikahan Campuran) 
Dalam setiap masyarakat orang memang harus menikah diluar batas 
suatu lingkungan tertentu. Istilah ilmiahnya disebut eksogami. 
Sebenarnya istilah itu mempunyai arti yang amat relatif. Kalau orang 
dilarang menikah dengan saudara sekandungannya maka disebut dengan 
keluarga eksogami. Kalau orang dilarang menikah dengan semua orang 
yang mempunyai nama marga yang sama maka  disebut dengan 
eksogami marga. Sedangkan jika seseorang dilarang untuk menikah 
dengan semua orang yang hidup dalam desanya sendiri maka disebut 
dengan eksogami desa. Tapi dalam   hal ini Donald V. Kurtz  
menjelaskan politik gabungan atau aliansi menggabungkan melaui 
wanita karena wanita adalah bahan yang bagus dalam politik aliansi. 
Pernikahan di luar suku agar menghindari konflik
11
 
2. Pernikahan Dengan Cross-cousin 
Dalam banyak masyarakat didunia ada preferensi untuk menikah 
dengan cross –cousin, artinya adalah menikah dengan anak saudara 
perempuan ayah atau anak saudara laki-laki ibu. Bahkanpada banyak 
masyarakat ada prefrensi menikah dengan salah satu  cross-crousin, ialah 
anak saudara laki-laki ibu.
12
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3. Pernikahan Pararel –Cousin Dari Keturunan Ayah 
Pararel-cousin adalah anak-anak dari saudara kandung dari jenis 
kelamin yang sama. Dibandingkan dengan pernikahan Eksogami, cross-
cousin pernikahan Pararel Cousindari keturunan Ayah adalah 
perkawinan dalam suku. Ini terjadi dalam sebuah garis hubungan ayah 
dan membutuhkan pernikahan dari seseorang ego, laki-laki untuk anak 
perempuan saudara laki-laki untuk anak perempuan, saudara laki-laki 
ayahnya. Pola pernikahan sepupu tidak sangat umum. Setidaknya 
sebagian  ini karena tidak membangun aliansi dengan asosiasi keturunan 
lainnya. 
Sejak pernikahan pararel-cousin dari garis keturunan ayah 
memperkuat ikatan kekerabatan internal kepada sebuah garis keturunan 
ayah dan memastikan bahwa kesatuan merajut erat laki-laki akan 
mengontrol dan mempertahankan sumber daya keturunan masing-
masing, strategi ini juga menunjukan bahwa semua garis keturunan ayah 
lainnya adalah musuh yang nyata atau potensial. Antropologi partineal 
persatuan laki-laki yang erat akan mengendalikan dan mempertahankan 
sumber daya dari garis masing-masing, strategi kepercayaan contoh  
Negara Arab.
13
 Dalam kepemimpinan Budaya Arab yakni saya, saya 
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Permaduan atau poligami adalah strategi pernikahan dimana 
seseorang pemimpin dapat memaksimalkan keuntungan sumber daya 
dari aliansi pernikahan. Hal ini menciptakan sebuah rumah tangga yang 
didasarkan pada pernikahan dari seorang pria untuk dua atau lebih 
wanita. Poligami tidak unik dalam catatan etnografis. Bahkan, hal itu 
diperbolehkan dalam sebagian besar masyarakat yang telah dipelajari 
secara etnografis(budaya). Namun rumah tangga monogami terdiri dari 
seorang pria dan seorang wanita merupakan bentuk paling umum dari 
rumah tangga diseluruh dunia. Bahkan dalam masyrakat poligini yang 
mana ketidak seimbangan gender mendukung poligami, realitas ekonomi 
tidak memungkinkan kebanyakan pria untuk mendukung lebih dari satu 
istri. Praktek poligami karena itu menunjukan motivasi selain 
pertimbangan ekonomi sederhana atau birahi. 
Poligami dikaitkan dengan pria dengan status lebih tinggi yang 
cenderung menjadi orang kaya dan berpengaruh dari masyarakat. Mereka 
juga lebih mungkin untuk bercita- cita untuk menginginkan posisi dari 
kepemimpinan dan penghargaan, status, otoritas, pengaruh, dan 
kekuasaan seperti beberapa posisi. Ketua lebih mungkin untuk hidup 
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dalam rumah tangga poligini dari pada pria dewasa, dan kepala negara 
pra Industri yang memungkinkan untuk melakukan hal yang sama dari 
pada pemimpin. 
Meskipun demikian, poligami bisa mahal secara ekonomi, dan 
emosional. Istri mungkin tidak akur, suami mungin memiliki masalah 
dengan satu atau lebih dari satu istri. Kecemburuan dapat membuat 
ketegangan. Anak-anak dan istri yang berbeda dapat menimbulkan 
masalah serius mengenai kesuksesan di kantor. Untuk mengurangi ini 
dan masalah lain yang berkaitan dengan poligami, laki-laki diharapkan 
untuk memberikan keadilan kepada masing-masing istri. 
5. Peringkat Garis Keturunan  
Sebuah Remagen mengacu pada struktur agamy, ambilocal, dan 
ambilineal asosiasi keturunan atau garis keturunan yang berada pada 
garis peringkat sebuah hirarki. Setiap garis keturunan dari Remagen 
merupakan sebuah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin 
yang masing-masing bisa melacak keturunan untuk nenek moyang yang 
sama. Ramage adalah subjek segmentasi dan pembagian dan jika satu 
kata bisa menyarankan dinamika sosial dan politik dari ramage akan 
menjadi fleksibel yang merupakan produk dari prinsip-prinsip agamy, 
ambilocality dan segmentasi. 

































Praktek agamy sangat kontras dengan prinsip-prinsip pernikahan 
yang menentukan kategori-kategori tertentu dari pasangan-pasangan 
seperti antar atau sepupu sejajar. Agamy mengacu aturan pernikahan 
yang memungkinkan individu untuk menikahi siapa saja yang mereka 
pilih, dalam batas-batas budaya tertentu. Ambilocal mengacu pada 
sebuah aturan dari  tempat tunggal yang kontras dengan aturan yang 
menentukan dimana pengantin baru akan hidup dengan atau dekat 
kerabat suami(viripatrilocal), kerabat istri (uxorimatrilocal), adik suami 
ibu (viriavunulocal), atau dengan diri mereka sendiri, yang terpisah dari 
kedua sisi (neolocal) aturan ambilocal memungkinkan pengantin baru 
untuk menganggap bertempat tinggal baik dengan kerabat di suami atau 
istri atau terpisah dari masing-masing. Keturunan ambilineal tidak selalu 
menghalangi prinsip keturunan unlincla (patrilineal dan matrilineal), 
sebaliknya keturunan ambilineal memugkinkan pasangan yang menikah, 
secara bebas untuk memilih jalur keturunan orang tua mereka dengan 
yang mengasosiasikan. Kemungkinan besar mereka akan memilih jalur 
yang paling menguntungkan ambisi sosial dan politik pasangan ini. Di 
Amerika orang yang berkuasa dan berpengaruh biasanya menikahi jenis 
mereka sendiri untuk memberikan akses dan mempertahankan kontrol 
atas pengaruh, kekuatan, dan sumber mereka dalam konteks kekerabatan 
yang dapat diprediksi
15
. Sudah menjadi rahasia umum di Eropa dan 
mengetahui mengapa praktik mengidentifikasi perkawinan sepupu sangat 
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terkait dengan bangsawan  Elit Eropa sudah dimulai sejak perang dunia 
pertama.  
6. Politik Kekerabatan 
Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis  
mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, 
kekerabatan mengatur keadaan socitas, dan yang kedua mengatur civitas. 
Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang 
pertama merujuk pada struktur-struktur respositas dan kedua merujuk 
pada dikatomi yang jelas. Dalam kasus ini, ada dikatomi yang jelas yang 
dikatomi inipun tampil dalam teori marxis dimana masyarakat berkelas 
dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas-komunitas primitif, 
serta politik muncul dengan menghilangkan ikatan-ikatan hubungan 
darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama 
fenomonologi Hegel yang membuat oposisi pararel antara universal 
dengan yang pararel yaitu antara negara dan keluarga. Wilayah maskulin 
dengan wilayah feminim, dan lain sebagainya. 
Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai 
pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah 
memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, 
menganalisanya, serta menghubungkan teori-teori mengenai hubungan-
hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun 
demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan 

































kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan 
antara keduanya. Dibanyak masyarakat-masyarakat primitif misalnya 
banyak ditemui  adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan 
kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari kreteria masyarakat primitif 
khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya 
metode keturunan baik dari garis keturunan patrineal maupun 
matrilineal terutama mengkondisikan kewarnegaraan dalam masyarakat-
masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-
kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan 
kekerabatan dalam pengertian ketetapannya. Sedangkan dalam 
masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan 
domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian 
pengucilan dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai 
kontrol atas kehidupan masyarakat.
16
 
Kekerabatan adalah  unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa 
keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan.
17
 
Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja didasarkan karena 
adanya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga 
tetapi karena adanya hubungan darah. Selain itu juga menyebutkan 
bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan darah 
melainkan juga berasal dari kelompok keturunan (liniage) atau garis 
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keturunan (descent). Antara anggota kelompok keturunan saling 
berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan kelompok 
kekerabatan ini bersifat patrilineal atau matrilineal. Sistem kekerabatan 
sekurang-kurangnya mencakup beberapa unsur antara lain:
18
 
a. Interaksi yang intensif antar warga. 
b. Sistem norma-norma yang mengatur tingkah laku semua 
warganya. 
c. Adanya rasa kepribadian yang disadari semua warga. 
Berdasarkan unsur tersebut kemudian membedakan tiga kategori 
kelompok kekerabatan berdasarkan fungsi sosialnya yaitu:
19
 
1. Kelompok kekerabatan berkorporasi yang biasanya 
menyangkut adanya hak bersama atas dasar sejumlah harta. 
2. Kelompok kekerabatan kadang kala yang hanya berkumpul 
jika ada kebutuhan yang diperlukan dan biasanya tidak 
mempunyai ke tiga unsur diatas. 
3. Kelompok kekerabatan menurut adat, kelompok ini 
bentuknya sudah semakin besar, sehingga warganya 
seringkali sudah tidak saling mengenal. Rasa keribadian 
sering kali juga ditemukan oleh tanda-tanda adat tersebut. 
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Kelompok kekerabatan  yang sudah disebutkan diatas biasanya 
disebut kelompok kekerabatan kindret yaitu berkumpulnya orang-orang 
yang saling membantu melakukan kegiatan-kegiatan bersama saudara, 
sepupu, dan yang lainnya dengan tujuan memeperlancar bisnis. 
Sedangkan kelompok kedua disebut kelompok dame yang terdiri dari 




Kekerabatan biasanya selalu berdampingan dengan kekuasaan 
sehingga kekuasaan dipandang sebagai suatu gejala yang selalu terdapat 
dalam proses politik, namun para ilmuan politik tidak ada yang sepakat 
mengenai perumusan pengertian kekuasaan. Bahkan beberapa 
diantaranya menyarankan agar konsep kekuasaan ditinggalkan dengan 
alasan bersifat kabur dan selalu berkonotasi emosional. Namun 
tampaknya politik tanpa kekuasaan, apalagi sekarang fenomena politik 
kekerabatan ibarat agama tanpa moral. Karena modern ini banyak para 
aktor politik yang selalu melibatkan keluarganya untuk berkecimbung 
juga dalam dunia politik hal ini terlihat diberbagai daerah menjelang 
Pemilihan kepala daerah yang serentak dilakukan pada akhir-akhir ini.
21
 
Politik kekerabatan atau keluarga politik memang dapat dijumpai 
dihampir semua negara. Di Amerika Serikat misalnya keluarga Kennedy 
masih dianggap sebagai keluarga politik berpengaruh atau dihormati, 
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baik di Massachussedt  maupun ditingkat negara federal. Di Indonesia 
politik kekerabatan identik dengan kekuasan di keluarga atau di kerabat 
politik tertentu. Menguatnya politik kekerabatan seperti ini tentu saja 
sangat menghwatirkan. Jika kecenderungan ini semakin meluas, bukan 
tidak mungkin dalam waktu dekat Politik Indonesia akan seperti yang 
terjadi di Filipina dimana Bossism berbasis teritorial menguasai politik. 
Negara dijalankan oleh segelintir elit dari beberapa keluarga, klan, atau 
dinasti politik yang kuat di wilayah-wilayah tertentu dan karenanya 
sangat sulit untuk mengharapkan adanya perluasan akses kekuasaan 




B. Politik Kekerabatan Di Indonesia 
Di Indonesia, politik kekerabatan dapat ditelusuri dari zaman 
Orde Baru dan Reformasi. Periode Orde Baru ditandai hadirnya 
patrimonial state, dimana negara berperan besar melahirkan kepentingan 
bisnis tertentu dengan memanfaatkan fasilitas negara termasuk akses 
terhadap modal. Pengorganisasian ala kong-kalikong ini dapat dilakukan 
oleh berbagai jaringan yang juga mewakili kekuatan politik. Misalnya 
lewat jaringan keluarga, jaringan militer, jaringan Golkar (sebelum 
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Pada periode Reformasi, liberalisasi ekonomi dan demokrasi 
telah mengurangi peran pemerintah pusat, tetapi tercipta sentra-sentra 
kekuasaan baru yang lebih tersebar dengan jaringan yang semakin 
beragam, tetapi sulit ditembus masyarakat awam. Sejumlah pengamat 
menyebut tren ini sebagai oligarchi state karena jejaring kekuasaan ini 
berhasil mengakali mekanisme kompetisi yang fair. 
Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa jaringan politik 
kekerabatan tidak akan hancur hanya karena suatu UU. Kita harus 
memperhatikan faktor sosiologis dan historis, apalagi karena akan ada 
saja jaringan lain yang siap menggantikan dinasti yang tersingkir. Satu 
hal yang mampu memberikan jaminan akan kompetisi yang fair dalam 
politik (maupun bisnis) adalah jika birokrasi yang menggawangi proses 
seleksi politik (maupun ekonomi) bersikap profesional, transparan, dan 
akuntabel. 
Saat ini, KPK sudah berhasil membongkar beberapa jaringan 
yang berusaha menggembosi wibawa negara, tetapi hal ini harus terus 
dilanjutkan untuk membongkar semua jaringan yang berpotensi 
memenjarakan Indonesia dalam pola oligarki.
24
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Studi mengenai dinasti politik telah banyak dilakukan para 
ilmuwan politik di berbagai negara. Beberapa peneliti yang tulisannya 
banyak dirujuk antara lain Pablo Querubin, Mark R. Thompson, Ernesto 
Dal Bo, Jason Snyder, Alfred W. McCoy, Donn M. Kurtz, Yasushi 
Asako, dan Stephen Hess. 
Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti politik ini 
berada dalam konteks perbincangan mengenai politik kekerabatan 
(keluarga) sebagaimana dapat dibaca dalam cara bagaimana para ahli itu 
mendefinisikan dinasti politik. Pablo Querubin mendefinisikan dinasti 
politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang mendominasi distribusi 
kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark R. Thompson 
menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari transisi 
(peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, yang 
melibatkan anggota keluarga. Definisi ini tidak jauh berbeda dengan 
yang dirumuskan Yasushi Asako yang mendefinisikan dinasti politik 
secara sederhana sebagai sekelompok politisi yang mewarisi jabatan 
publik dari salah satu anggota keluarga mereka. 
Kebangkitan dinasti politik, sebagaimana ditunjukkan oleh 
banyak hasil studi yang dilakukan para ahli diberbagai negara memang 
memiliki hubungan sangat erat dengan kepentingan keluarga atau politik 
kekerabatan. Kepentingan keluarga kerap, jika tidak selalu, menjadi basis 
muasal pertumbuhan, perkembangan dan perluasan dinasti politik dalam 
suatu sistim politik demokrasi. Dalam tradisi politik kekerabatan anggota 

































keluarga yang sudah menjadi penguasa atau menduduki jabatan publik 
pada umumnya akan melakukan praktik nepotisme dengan memberikan 
berbagai perlakuan istimewa kepada anggota keluarga atau kerabatnya, 
bukan untuk mensejahterakan rakyat dan memajukan daerahnya, 
melainkan dalam rangka membangun dan memperkuat jejaring 
kekuasannya. Dari sinilah kemudian embrio dinasti politik itu muncul. 
Dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis  dikemukakan, 
bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan kerabat dalam 
kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) argumentasi, yakni: (1) 
Kepercayaan (trusty), maksudnya bahwa keluarga atau kerabat lebih 
dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat seperti yang lazim 
dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan (loyality), bahwa 
kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam konteks menjalankan 
semua tugas politik terutama dalam hal menjaga wibawa dan kehormatan 
kerabat besar ketimbang orang lain; (3) Solidaritas (solidarity), artinya 
kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat solidaritas yang tangguh 
terutama dalam menolong klan keluarga besar dari kebangkrutan 
kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang bukan dari kalangan 
kerabat; (4) Proteksi (protection), hal ini terkait dengan kepentingan 
mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga besar. Mereka yang 
berasal dari klan yang sama akan cenderung mampu menjaga apa yang 
telah dimiliki keluarga ketimbang orang lain. Secara teoritik praktik 
dinasti politik menimbulkan berbagai ancaman problematis dalam 

































kehidupan politik di aras lokal. Dalam kerangka konsolidasi demokrasi 
lokal, praktik dinasti politik mempersempit ruang partisipasi publik 
sekaligus menegasikan salah satu prinsip dasar demokrasi, yakni 
kesetaraan politik. Selain itu, dinasti politik juga hanya akan 
memperkokoh gejala oligarkis di daerah yang berpotensi melemahkan 
mekanisme check and balance karena jabatan-jabatan politik dikuasai 
oleh satu keluarga. Dalam pandangan Amich Alhumami, peneliti sosial 
di University of Sussex Inggris politik kekerabatan atau dinasti politik 
tidak sesuai dengan prinsip meritokrasi. Sebab, proses rekrutmen 
didasarkan pada sentimen kekeluargaan, bukan kompetensi. Menurutnya, 
jika terus berlanjut, gejala ini bisa kontraproduktif bagi ikhtiar 
membangun sistem demokrasi modern. Dominasi kekuasaan oleh 
sekelompok elit lokal atau keluarga yang demikian itu pada akhirnya 
akan menimbulkan kerawanan terjadinya berbagai bentuk 
penyalahgunaan (korupsi) kekuasaan politik maupun ekonomi. 
Senada dengan pandangan di atas, merujuk pada kajian John T. 
Sidel tentang local bossism misalnya, dapat disimpulkan bahwa 
kehadiran model-model oligarki, personalisme dan klientilisme yang 
kesemuanya menjadi ruh (esensi) dari karakteristik dinasti politik telah 
menghambat proses konsolidasi dan pembangunan demokrasi di tingkat 
lokal Dalam bukunya yang lain, Sidel bahkan menuding praktik dinasti 
sebagai pihak paling bertanggung jawab atas maraknya gejala 
personalisasi politik dan lemahnya kapasitas negara dan institusi politik. 

































Proses pengambilan keputusan tak lagi didasarkan pada proses 
rasionalitas instrumental, tetapi didasarkan pada keputusan individual 
dari aktor-aktor dinasti yang berkuasa. Pelembagaan partai politik juga 
tersumbat karena asas meritokrasi ditundukkan oleh hubungan darah dan 
hubungan keluarga. 
Kemudian dalam konteks ekonomi lokal, praktik dinasti politik 
juga dapat melahirkan kapitalisme klientilistik sebagai bagian dari 
kronisme, dimana pelaku investasi ekonomi tidak serta merta bebas 
melakukan aktivitasnya karena senantiasa dimintai upeti oleh kerabat 
kepala daerah. Sementara Leo Agustino  melihat, bahwa praktik dinasti 
politik memberi pengaruh buruk pada pembangunan sosial-politik dan 
sosial-ekonomi, karena peluang politik dan ekonomi setiap warga negara 




 Dalam situs kompas.com pada tanggal 18 Oktober 2013 tercatat, 
ada total 60 kepala daerah dan calon kepala daerah yang melakukan 
praktik dinasti politik, entah itu dinasti politik yang terbukti melakukan 
penyelehwengan kekuasaan atau tidak melakukan. Namun setidaknya 
Garmawan Fauzi yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Dalam 
Negeri hampir selaras dengan yang tercatat di sebuah surat kabar online 
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tersebut dengan menyebutkan hanya 57 kepala daerah dan calon kepala 
daerah yang teridentifikasi melakukan dinasti politik.
26
 
Dalam politik dinasti terjadi apabila seseorang politisi 
mempunyai hubungan-hubungan keluarga dengan politisi sebelumnya. 
Hal ini senada dengan pengertian dari Pablo Querobin yang menyatakan 
bahwa politik kekerabatan bentuk khusus dari upaya elit untuk 
mempertahankan kekuasaan yang satu atau beberapa kelompok keluarga 
memonopoli kekuasaan politik. Politik kekerabatan cenderung rekrutmen 
berdasarkan kepada pertimbangan kekerabatan bukan pada aspek 
kualifikasi kandidat.
27
 Sudah menjadi rahasia umum jika di Indonesia 
mempunyai kelompok-kelompok politik kekerabatan berikut ini adalah 
data yang ditemukan penulis : 
Tabel 2.1 Identifikasi Politik Kekerabatan  Di Indonesia  
No Daerah Penjelasan 
1. Indramayu Bupati Indramayu, Anna Sophannah adalah 
istri dari Bupati Indramayu sebelumnya Irianto 
MS Syaifuddin alias Yance. 
2. Bekasi Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin adalah 
menantu dari Bupati Bekasi sebelumnya Saleh 
Munaf. 
3. Tana Toraja Bupati Tanah Toraja, Adelheid Sosang adalah 
istri dari Bupati Tanah Toraja Sebelumnya, 
Juhanis Amping Situru. 
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4. Tanggerang Bupati Tanggerang Ahmed Zaki Iskandar 
adalah anak dari mantan Bupati Tanggerang 
sebelumnya, Ismet Iskandar 
5. Bangkalan Bupati Bangkalan Mohammad Makmun Ibnu 
Fuad adalah anak dari mantan Bupati 
Bangkalan sebelumnya, Fuad Amin 
6. Kutai Kartanegara Bupati Kukar, Rita Widyasari adalah anak dari 
mantan Bupati kukar sebelumnya, Syaukani 
Hasan Rais. 
7. Maluku Tengah Bupati Maluku Tengah, Tuasikal Abua adalah 
kakak dari mantan Bupati Maluku tengah 
sebelumnya, Abdullah Tuasika 
8. Bantul Bupati Bantul Sri Suryawidati adalah istri dari 
mantan Bupati Bantul sebelumnya, Idham 
Samawi. 
9. Kendal Bupati Kendal Widya Kandi Susanti adalah 




Bupati Bandung Dadang Naser adalah menantu 
dari Bupati Bandung sebelumnya, Obar 
Sobama 
11. Cimahi Wali kota Cimahi, Ati Suhari adalah istri dari 
mantan Wali Kota Cimahi sebelumnya, Itoc 
Tochija 
12. Probolinggo Wali kota Probolinggo Puput Tantriana adalah 
istri dari mantan Wali Kota Probolinggo 
sebelumnya, Hasan Aminudin 
13. Kediri Bupati Kediri Haryanti Sutrisno adalah istri 
dari mantan Bupati Kediri sebelumnya, 
Sutrisno 
14. Barru Bupati Barru Andi Idris Syukur adalah anak 
dari Bupati Barru sebelumnya 
15. Tabanan Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti 
adalah anak dari mantan Bupati Tabanan 
sebelumnya, Adi Wiryatama 
16. Banten Gubernur Banten Atut Choisiyah, merupakan 
kakak kandung Wakil Bupati Serang Ratu Tatu 
Chasanah. Kakak tiri Wali Kota Serang 
Tubagus Haerul Jaman, kakak ipar Wali Kota 
Tanggerang Selatan Airin Rachmi Diany  
Anak tiri Wakil Bupati Pandeglang Heyani 
17. Lampung Gubernur Lampung, Sjachroedin ZP, 
merupakan ayah dari Bupati Lampung Selatan 
Rycko Menoza. Ayah dari Wakil Bupati 

































Pringsewu Handiytya Narapati 
18. Sulawesi selatan Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin 
Limpo merupakan kakak kandung Bupati 
Seruyan Darwan Ali 
19. Jambi Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, merupakan 
orang tua kandung dari Zumi zola Zulkifli, 
Bupati Tanjung Jabung Timur, Jambi mertua 
dari wakil Bupati Muaro Jambi Kemas 
Muahammad 
20. Kota Waringin, 
Kalteng 
Wali Kota Waringin Timur, Supian Hadi 
merupakan menantu Bupati Seruyan, Darwan 
Ali 
21. Sulawesi Utara Gubernur Sulawesi Utara, Sinyo Hari 
Sarundajang merupakan ayah dari Wakil Wali 
Bupati Minahasa Ivan SJ Sarundajang. 
22. Takalar Wakil Bupati Takelar M. Natsir Ibrahim 
merupakan anak mantan Bupati Takelar 
Ibrahim Rewa. 
23. Padang Lawas 
Utara, Sumut 
Bupati Padang Lawas Utara, Bachrum Harapan 
merupakan orang tua kandung dari Wali Kota 
Padang Sidempuan Andar Amin Harapan. 
 Sumber: situs www.nasional.kompas.com
28
 
Dalam tabel diatas kita bisa mengetahui dan meyakini 
bahwasannya setiap daerah mempunyai orang yang sangat berpengaruh 
namun dalam kepemimpinannya masih mempertahankan dinasti 
kekerabatan. Ketika semua pemimpin daerah sudah mempunyai 
kekuasaan maka mereka berusaha agar kekuasaan tersebut jatuh 
dikalangan kerabat.Sudah menjadi rahasia umum bahwasannya mereka 
yang mengetahui sumber finansial jika menjadi pemimpin suatu daerah 
maka akan berusaha mempertahankan. 
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C. Konsep Kekuasaan 
Dewasa ini dalam bahasan tentang kekuasaan, definisi yang 
paling mengemuka adalah versi singkat dari Harold Laswell yaitu siapa 
mendapat apa, kapan dan dengan cara bagaimana (who gets what, when 
and how)
29
. Dalam hal ini Ramlan  Surbakti menafsirkan bahwa siapa 
memperoleh nilai-nilai, nilai nilai apa yang diperoleh, kapan nilai-nilai 
tersebut diperoleh dan bagaimana cara untuk memperoleh nilai-nilai. 
Melaui perspektif ini kekuasaan menjadi nilai yang sangat prakmatis dan 
praktisnya sering kita lihat dalam proses kampanye politik dan kompetisi 
Calon Dalam Pemilihan Kepala Desa baru-baru ini. 
Sarana untuk menegakan kekuasaan Surbakti membagi menjadi 
tiga sarana yaitu, sarana paksaan (sarana bisa berupa senjata dari militer 
atau polisi), sarana ekonomi (berupa pekerjaan dan uang, antara pekerja 
dan pemilik pekerjaan), dan sarana fisik (antara anggota masyarakat)
30
 
Dalam konteks keterhubungan antara proses Pemilihan Kepala 
Desa dan antropologi kekerabatan fakta bahwa bagaimana melakukan 
kajian kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari isu-isu yang menjadi 
agenda kajian dari berbagai disiplin ilmu. Begitupun dalam konteks 
Pilkades. 
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A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang 
digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-
angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata.
31
 Adapun secara 
terminologi pendekatan kualitatif adalah metode yang mana hasil 
penelitian lebih berkenaan dengan interprestasi terhadap data yang 
ditemukan  di lapangan.
32
 Penelitian kualitatif juga dapat diartikan 
sebagai penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena 
tentang sesuatu yang dialami oleh obyek penelitian secara holistik, dan di 
deskripsikan dengan bentuk kata-kata dan bahasa. Pada konteks khusus 
yang natural dengan menggunakan metode ilmiah.
33
 Sedangkan jenis 
penelitian ini adalah jenis case study, artinya penelitian ini berangkat dari 
studi kasus lapangan yang bertujuan untuk memperoleh data yang 
relevan. 
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a. Sumber data 
1. Primer 
Sumber data dalam halini adalah informan, disini 
informan yang dimaksud adalah Ibu Eni Rosida Hartiwi 
selaku Kepala Desa di Desa Bungurasih, Bapak Ali selaku 
Kasi Pembagunan Perangkat Desa, Rofiq dan Fauzi selaku 
pemuda desa (pekerja), Ibu Nasripah selaku Besan Ibu Eni 
Bungurasih Barat, Prof. Dr.Abd. Haris, M.Ag, Jad Nabiel 
pemuda akademisi, Pak Hambali (Ta’mir masjid Bungurasih 
Tengah), Pak Marzuki (Jendral Lapangan SPSI Surabaya) 
selaku tokoh masyarakat Bungurasih Dalam, Pak Sulisman 
Selaku Pengusaha Bungurasih Tengah, Abdul Hadi Tokoh 
Agama Bungurasih Timur,  Pak Gunawan selaku Pengusaha 
Bungurasih Barat, Pak Rudi Ketua RT Bungurasih Utara. 
Basuki selaku tim pemenangan Ibu Eni 2016. Alasan memilih 
orang-orang tersebut mengetahui sejarah dan seluk beluk 
Desa Bungurasih dan Beliau mengerti silsilah keluarga Ibu 
Eni. 
Selanjutnya teknik yang digunakan dalam Pemilihan 
informan menggunakan purposive sampling  yakni teknik  
untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa 
pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang 

































diperoleh nantinya bisa lebih representatif. Hal ini dilakukan 
karena dari jumlah sumber data yang sedikit tersebut mampu 




Yang kedua ini adalah sumber sekunder, dimana jenis 
sumber data yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka 
yaitu mencari data atau  informasi yang berupa benda-benda 
tertulis seperti buku-buku, jurnal, sumber internet, dokumen 




B. . Lokasi Penelitian 
Adapun alasan penulis   melakukan penelitian di Desa 
Bungurasih sebagai berikut: 
1. Desa Bungurasih merupakan desa transisi yakni luasnya 
149.59 Ha, mempunyai ikon Terminal  Purabaya terbesar di 
Jawa Timur, letaknya sebelah utara berbatasan dengan ikon 
Mall City Tomorrow Dukuh Menanggal Surabaya, sebelah 
selatan berbatasan dengan Desa Medaeng, Sebelah barat 
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berbatasan dengan Desa Ketegan, dan sebelah timur 
berbatasan dengan Desa Kedungrejo.      
2. Desa Bungurasih terdapat makam Ki Ageng Ibrahim Jaelani 
yang masih berhubungan dengan Sunan Ampel Raden 
Rahmat. 
3. Meskipun Desa Bungurasih merupakan daerah transisi karena 
adanya Terminal Purabaya, Mall Citi Tomorrow, Ramayana, 
Surabaya Carnival, bersampingan lingkungan Industri seperti 
Gudang Garam, Desa Bungurasih masih mempertahankan 
tradisi budaya nenek moyang seperti slametan, megengan, 
gotong royong. 
4. Desa Bungurasih dipimpin oleh Kepala Desa perempuan 
periode 2010-2016 sampai dengan sekarang yakni Ibu Eni 
Rosida Hartiwi. 
5. Terdapat anomali Ibu Eni menjalankan pemerintahan desa 
tanpa adanya sekertaris desa dan kasih pembangunan 
merangkap bendahara desa. 
6. Terdapat fakta mengatakan Ibu Eni keturunan pendiri punden 
desa. 
7. Sejarah mencatat Ayah beliau H.Usman Ali juga menjabat 
kursi Kepala Desa tahun 1970-1980, sedangkan suami beliau 
Ashori Sujoko juga menjabat Kepala Desa periode tahun  
1980-2000. 

































8. Dari data Pemilihan Kepala Desa Ibu Eni mendapatkan 
perolehan suara dengan hasil rata-rata 40% setelah penulis 
melakukan penelitian lebih lanjut terdapat anomali yakni 
dimana Desa Bungurasih memiliki dua dusun  yakni Dusun 
Kasian dan Dusun Bungurasih, terdiri dari  5 wilayah ke RW 
an dan 34 RT maka kerabat beliau mendominasi RW 1 
Bungurasih yang dulunya adalah Dukuh Kasian, RW 2 
Bungurasih Barat, dan RW 3 Bungurasih tengah. Adapun 
salah satu tokoh masyarakat mengatakan kuarang lebih setiap 
RW terdiri dari kerabat beliau yang jumlahnya 100 KK (kartu 
keluarga). 
9. Sebagian kerabat dijadikan tim sukses Pemilihan Kepala 
Desa. 
10. Konsep pemikiran beliau dalam menjalankan pemerintahan 
yakni ide dari suami yang sudah berpengalaman menjadi 
Kepala Desa. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 
dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah 
mendapatkan data yang akurat dan aktual. Tanpa mengetahui teknik 

































pengumpulan data, maka peneliti tidak bisa mendapatkan data yang 
sesuai dengan standart data yang ditetapkan. 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai 
berikut: 
a. Metode Observasi 
Observasi sebagai suatu aktifitas yang sempit yakni 
memperhatiakan sesuatu dengan menggunakan mata. 
Didalam pengertian psikologi, observasi atau yang disebut 
pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan 
perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan 
seluruh pengamatan indra.  
Jadi  mengobservasi  dapat melakukan  melalui  penglihat
an,  penciuman,  pendengaran,  peraba dan  pengecap. Apa ya
ng dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. 
Penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, 
rekaman gambar, rekaman suara.
36
 Observasi adalah metode 
pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 
penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.
37
 Para 
ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 
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Peneliti mengamati fenomena yang relevan dengan pokok 
bahasan peneliti, yakni mengenai politik kekerabatan desa  
Bungurasih dalam Pemilihan Kepala Desa 2016. 
Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk 
dalam jenis observasi partisipatif. Observasi partisipatif 
adalah observasi dimana peneliti secara langsung terlibat 
dalam kegiatan sehari hari informan. Dalam metode observasi 
ini peneliti tidak hanya mengamati objek studi tetapi juga 
mencatat hal-hal yang terdapat pada objek tersebut, sehingga 
peneliti benar  mendapatkan data tentang situasi dan kondisi 
secara universal dari informan. 
b. Metode Wawancara 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 
Adapun percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pe-
wawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interview) yang memberikan pernyataan itu.
38
 
Wawancara merupakan sebuah percakapan antara dua orang 
atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada 
subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. 
Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat 
dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai 
strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, 
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catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkip 
wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang 
teknik lain dalam mengumpulkan data seperti observasi 
partisipan, analisis dokumen dan fotografi.
39
 Peneliti langsung 
terjun kelapangan dengan cara menanyakan terhadap 
informan terkait bagaimana politik kekerabatan di Desa 
Bungurasih sehingga pemegang kekuasaan yakni masih 
keturunan, keluarga Ibu Eni. 
c. Metode dokumentasi 
Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 
sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau 
karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang 
berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 
cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang 
berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan 
lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya seni misalnya yang 
dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studio 
dokumen merupakan perlengkapan dari penggunaan metode 
observasi dan wawancara, akan lebih kredibel atau dapat 
dipercaya kalau di dukung oleh foto-foto atau karya tulis 
akademikdan seni yang telah ada. Maka dari itu, peneliti 
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menggunkan media cetak, media elektronik sebagai bahan 




D. Teknik Analisis Data 
Analisi data pada umumnya dilakukan untuk memperoleh 
gambaran umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti 
objek penelitian. Analisa data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu 
suatu analisa berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya 
dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang 
dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi 
secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah 
hipotesis tersebut ditolak atau diterima berdasarkan data yang terkumpul. 
Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang 
dengan teknik trianggulasi ternyata hipotesa diterima maka hipotesis 
akan berkembang menjadi teori.
41
 
Teknik analisi data dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif 
dan dijabarkan secara sistematis nantinya. Adapun dengan menggunakan 
redaksi data, kategorisasi, dan sintesisasi. Yang pertama reduksi data 
yakni mengidentifikasi data yang sesuai dengan fokus dan masalah 
penelitian, yang kedua kategorisasi merupakan teknik analisis data yang 
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berupaya memilah-milah kepada bagian data yang memiliki kesamaan, 
dan yang ketiga sintesisasi, setelah data ditemukan kesamaannya maka 
data dicari kaitan antara satu kategori dengan kategori yang lainya, 




E. Teknik Keabsahan Data 
Teknik keabsahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Teknik keabsahan data perpanjangan ke ikut sertaan, disini 
peneliti dalam pengumpulan data karena peneliti disini harus ikut 
serta dalam memperoleh data yang valid. 
b. Teknik keabsahan data ketekunan keajengan atau pengamatan, 
peneliti disini harus juga tekun untuk mencari data yang valid 
serinci mungkin yang nantinya peneliti nanti bersifat terbuka 
c. Teknik keabsahan data hasil pemeriksaan sejawat melalui diskusi, 
merupakan teknik keabsahan yang hampir terakhir, dikarenakan 
data yang ditemukan nanti masih didiskusikan dengan rekannya 
dan teknik keabsahan data uraian rinci. 
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d. Teknik keabsahan data yang terakhir adalah uraian rinci, peneliti 
sangat strategis dalam menekuni hasil dari temuan data dicari 




F. Metode Verifikasi data 
Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini berjenis triangulasi,  yakni memanfaatkan sesuatu yang 
lain diluar data yang terkumpul untuk keperluan pengecekan atau sebagai 
pembanding terhadap data-data tersebut. Hal ini dapat berupa 
penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dari berbagai teknik 
tersebut peneliti cenderung menggunakan triangulasi sumber, 
sebagaimana disarankan oleh patron yang berarti membandingkan dan 
mengecek kembali derajat kepercayaan suatu data yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk itu 
keabsahan dengan cara sebagai berikut:
44
 
a. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data 
hasil wawancara. 
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan 
apa yang dikatakan secara pribadi. 
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c. Membandingkan keadaan dan persprektif seseorang dengan 
berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, 
orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, 
dan orang pemerintahan. 
d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Yang ingin diketahui dari perbandingan ini adalah mengetahui 
alasan-alasan apa yang melatar belakangi adanya perbedaan tersebut(jika 
ada perbedaan) bukan titik temu atau kesamaannya sehingga dapat 
dimengerti dan mendukung validitas data. Jadi triangulasi adalah cara 
terbaik untuk menghilangkan perbedan-perbedaan konstruksi kenyataan 
yang ada dalam konteks suatu studi saat mengumpulkan data tentang 
berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu 
peneliti dapat melakukannya dengan jalan: (1) mengajukan berbagai 















































Seperti penjelasan tabel 3.1.diatas yakni peneliti memulai wawancara 
melalui masyarakat umum yakni ibu-ibu rumah tangga, dengan orang 
yang sedang bersantai di rumah, selanjutnya ke beberapa pengusaha, 
guru, kepala dusun yang bisa disebut elit desa, dimana peneliti 
menemukan bahwasaanya elit kerabat Ibu Eni, mayoritas sebagai 
pengusaha cat mobil,  dilanjutkan ke beberapa tokoh masyarakat, ta’mir 
masjid, ketua-ketua organisasi desa yang mempunyai pengaruh dan 
mengetahui tentang Desa Bungurasih adapun setiap wilayah  mempunyai 
tokoh  masyarakat, dan dilanjutkan ke Kepala Desa menanyakan 










































PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
A. Setting Penelitian 
1. Sejarah Desa 
Berdasarkan pada sejarah yang dipaparkan oleh para tokoh, 
konon dahulu nama Desa Bungurasih tersebut berawal dari Muhammad 
Ibrahim Jaelani atau terkenal dengan sebutan Mbah Bonggoh. 
Muhammad Ibrahim Jailani beliau  adalah penjaga salah satu  Wali di 
Jawa yakni Sunan Ampel atau Raden Rahmat . Dari informasi yang kita 
dapat Mbah Bonggoh ini kalau sekarang Raden Rahmat Gubernur jadi 
Ki Ageng Ibrahim Jaelani adalah Poldanya.
45
 
Muhammad Ibrahim Jaelani di masyarakat dahulu adalah sosok 
orang yang mempunyai Kharisma tinggi dan mempunyai sifat welas asih 
(kasihan atau tidak tegaan). Dari sinilah awal terjadinya nama Desa 
Bunggurasih yakni seorang sesepuh masyarakat setempat yakni Mbah 
Bonggoh yang mempunyai sifat Welas Asih. Salah satu sejarah lain di 
Desa Bunggurasih adalah Mbah Kasian yakni di daerah Bunggurasih 
Selatan terdapat dusun Kasian. Konon Desa Bungurasih dahulu sebagian 
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wilayahnya adalah sawah dan dahulu ada permasalahan desa Bungurasih 
ini diserang wereng atau hama tikus yang banyak sekali sehingga 
menimbulkan gerah atau amarah masyarakat Bungurasih. Pada saat itu 
banyak orang yang menginginkan ruwat desa atau semacam 
menampilkan wayang saat itu pula ada seorang yang menentang bahwa 
tidak setuju adanya pikiran tersebut dan beliau meyakini hal lain bahwa 
ada cara lain untuk membasmi hama tersebut. Lanjutannya seorang 
tersebut diberi waktu untuk memberikan bukti waktu sekitar 3 Minggu 
(data samar) atau seorang tersebut dihukum pancung oleh masyarakat 
Bunggurasih. Pada saat itu seorang tersebut ke Kiai-kiai sampai akhirnya 
ke Kiai daerah Desa Brebek dan disinilah beliau mendapat amanat 
mencari makam yang paling tua di Desa Bungurasih yakni makam 
tersebut adalah makam Mbah Kasiani.
46
 
Jika dilihat berdasarkan letak geografisnya, Desa Bungurasih 20 
tahun yang lalu adalah Desa yang penuh damai, tentram, wilayahnya 
masih hijau;sawah, pepohonan, terhampar dimana-mana. Efek samping 
dari sebuah pembangunan dan kemajuan membuat Desa Bungurasih 
harus menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan sosial itu. 
Terminal Purabaya merupakan salah satu perkembangan dalam 
upaya (pemaksaan) penyesuaian secara cepat itu dengan tanpa diimbangi 
penyesuaian Sumber Daya Manusia sehingga pada akhirnya SDM yang 
notabene warga asli Desa Bungurasih yang kurang siap hanya menjadi 
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bagian tidak penting di Purabaya; asongan, ojek, calo, dan bahkan 
sampai copet, jambret, dan sebagainya. Dari permasalahan-permasalahan 
tersebut ada terbesik pertanyaan, bagaimana untuk mengantisipasi dan 





2. Karakteristik Wilayah 
1.  Letak  
Desa Bungurasih terletak di Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo, Desa Bungurasih merupakan desa transisi yakni berbatasan 
dengan Surabaya selatan dan dekat dengan  Kabupaten.. Adapun 
secara administratif batas-batas Desa Bungurasih sebagai berikut : 
a. Sebelah Utara   : Kelurahan Dukuh Menanggal 
b. Sebelah Selatan   : Desa Medaeng 
c. Sebelah Barat   : Desa Ketegan 
d. Sebelah Timur   : Desa kedungrejo  
 
Adapun jarak tempuh dengan ibu kota sebagai berikut : 
a. Jarak ke Kecamatan terdekat yakni : 4 km 
b. Jarak tempuh ke Kabupaten: 20 km 
c. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 10 km 
d. Jarak tempuh tempuh : 50 menit 
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        Desa Bungurasih mempunyai luas 149,59 Ha. Awalnya 
sebelum ada Terminal Purabaya atau yang dikenal dengan Terminal 
Bungurasih, Desa Bungurasih terdiri dari satu Pedukuhan yaitu 
Dukuh Kasian dan Desa Bungurasih. Setelah terjadi perkembangan 
wilayah maka antar Dukuh Kasian dan Desa bungur digabungkan 
yang kemudian menjadi Desa Bungurasih. Yang terdiri dari 34 RT 
dan 5 wilayah ke-RW-an, yaitu RW 1 Bungurasih  yang dulunya 
adalah Dukuh Kasian, RW 2 Bungurasih Barat, RW  3 Bungurasih 
tengah, RW  4 Bungurasih utara, RW 5 di Perum Hamada yang 
berbatasan dengan Dukuh Bambe Kelurahan Menanggal. 
 
4. Karakteristik Penduduk  
        Keadaan masyarakat Desa Bungurasih sudah berbeda yang 
dulu dengan sekarang untuk saat ini kebanyakan dari masyarakatnya 
adalah pendatang dan hampir melebihi dari penduduk asli 
Bungurasih. Saat ini jumlah penduduk masyarakat Desa Bungurasih 
berdasarkan perhitungan pada bulan April 2015 berjumlah 7996 jiwa 
terdiri dari 4089 penduduk laki-laki, dan 3870 penduduk perempuan, 
anak-anak maupun dewasa. Berdasarkan angka 7996 jiwa tersebut 
diperinci kembali berdasarkan usia nya sebagai berikut: 
 
 

































Tabel 4.1 Data Penduduk Berdasarkan Usia 
 
NO Penduduk Menurut Usia Jumlah 
1. 0-3 Tahun 1352 
2. 4-6 Tahun 425 
3. 7-21 Tahun 415 
4. 13- 15 Tahun 780 
5. 16-18 Tahun 843 
6. 19 Tahun Ke Atas 4181 
 Jumlah 7996 
 Sumber: data Desa Bungurasih tahun 2015 
 
5. Kehidupan Sosial Ekonomi 
Mata pencaharian penduduk Desa Bungurasih adalah pegawai 
dan wiraswasta serta usahawan. Karena letaknya yang strategis dekat 
dengan PT.Gudang Garam, City of Tomorrow, Surabaya Carnival serta 
Desa Bungurasih sudah tidak ada lahan pertanian. Losmen dan hotel mini 
serta Kos-kosan yang saat ini menjamur awalnya masyarakat Bungurasih 
berprofesi sebagai petani. Karena tuntutan dan perkembangan zaman 
yang mengakibatkan berbagai macam profesi di Desa Bungurasih. Rata-
rata mata pencaharian masyarakatnya yaitu sebagai pegawai swasta atau 
buruh. Adapun kepemilikan tanah di Bungurasih awalnya adalah milik 
penduduk atau warga setempat, namun setelah terjadi pengembangan 

































wilayah sebagian tanahnya menjadi milik pemerintah yaitu Terminal  
yang dikelola oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintahan 
Kabupaten Sidoarjo, Jalan Tol Surabaya-Malang, adapun  juga  milik 
swasta yakni  PT.Ramayana. Jika dilihat secara kasat mata, memang 
banyak dari masyarakat Desa Bungurasih ini, termasuk kalangan 
menengah keatas. Karena sebagian dari warganya pun ada juga yang 
berprofesi sebagai guru swasta, guru PNS, karyawan PNS, wiraswasta, 
swasta dan banyak juga pedagang dan lainnya. Tidak hanya itu ada juga 
sebagian dari masyarakat yang bekerja di luar kota tempat tinggal 
mereka. Desa Bungurasih letaknya yang berdekatan dengan terminal 
terbesar menjadikan sebagaian warganya untuk berwirausaha dengan 
membangun lahan parkiran, kos-kosan, sampai ponten umum. 
Tidak hanya itu, meskipun demikian tidak sedikit penduduknya 
yang juga kekurangan dari segi perekonomiannya. Akibat dari 
pembangunan dan kemajuan membuat Desa Bungurasih harus 
menyesuaikan dengan perkembangan lingkungan dan sosial itu, terminal 
Purabaya turutberperan dalam upaya  pemaksaan, penyesuaian secara 
cepat itu dengan tanpa diimbangi Sumber Daya Manusia sehingga pada 
akhirnya SDM masyarakat yang notabene warga Desa Bungurasih yang 
kurang siap hanya menjadi bagian tidak penting di Purabaya; asongan, 
tukang ojek bahkan pengamen 
Saat ini di Desa Bungurasih terdapat penduduk yang  bukan 
warga asli penduduk DesaBungurasih, mereka adalah pendatang dari 

































berbagai kota dan desa. Banyak dari mereka tidak mempunyai profesi 
atau pekerjaan serta  tempat tinggal yang tetap (rumah sendiri). Akhirnya 
mereka juga memanfaatkan Terminal sebagi tempat untuk memenuhi 
kebutuhan. Banyak dari mereka profesi adalah  sebagai pedagang 
asongan serta pengamen dan juga sebagian dari mereka  bekerja di Cafe-
cafe- semacam tempat sederhana, tetapi cukup menarik untuk makan-
makanan ringan. 
Selain mereka tidak mempunyai harta, atau warisan, mereka juga 
tidak mempunyai bekal pendidikan dan keterampilan yang cukup. 
Sehingga,  mereka kurang berfikir luas, tentang mengembangkan bakat 
terpendam yang dimiliki setiap individu dan memanfaatkan kesempatan 
yang ada. Dalam hal ini kebayakan terdiri dari warga pendatang, yang 
mana mereka tidak berbekal apapun dari derah asal mereka, datang ke 
Bungurasih yang notabene daerah transisi yang semakin lama 
berkembang manjadi kota. Tanpa berbekal ketrampilan dan pendidikan 
yang cukup mereka datang untuk mencari nafkah. Tanpa kemampuan, 
keahlian khusus, modal. Berikut ini data penduduk berdasarkan mata 
pencahariannya: 
Tabel 4.2 Data  Penduduk Menurut Mata Pencarian. 
No Profesi Jumlah 
1. Pegawai Negeri 432 

































     Sumber: data Desa Bungurasih tahun 2015  
Dari data tabel 4.2 diatas dapat dilihat menyatakan banyaknya 
warga yang tidak mempunyai bekal keahlian seperti: buruh tani terdapat 
75 orang, pertukangan 47 orang, dan pemulung dengan jumlah 5 orang. 
 
6. Kehidupan Sosial  
 
Warga Desa Bungurasih memiliki berbagai macam budaya yang 
masih mengandung unsur kejawen-sebuah kepercayaan yang terutama 
dianut di Pulau Jawa dan Suku Bangsa lainnya yang menetap di Jawa. 
Meskipun Desa Bungurasih terbilang daerah transisi, masyarakat Desa 
2. Pegawai Swasta 3275 
3. Wiraswasta 14 
4. TNI 49 
5. POLRI 20 
6. Pertukangan 47 
7. Buruh Tani 75 
8. Pensiunan 20 
9. Jasa 10 
10. Pemulung 5 
Jumlah 3947 

































Bungurasih masih melestarikan budaya sejak dahulu yang mereka masih 
ada hingga sekarang. Dan ini merupakan warisan nenek moyang yang 
masih dijaga oleh warga Desa Bungurasih sampai saat ini. Adapun 
kegiatan budaya yang ada di Bungurasih antara lain: 
 
a. Megengan 
Megengan merupakan adat istiadat yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Bungurasih sebelum melaksanakan ibadah 
puasa pada Bulan Ramadhan. Dengan bertujuan untuk meminta 
keselamatan kepada Allah SWT, agar dalam menjalankan ibadah 
puasa diberi kekuatan dan kesehatan. Megengan ini dilakukan 
oleh warga secara bersama sama, dengan membawa hidangan ke 
Masjid atau Mushola. Hidangan tersebut akan dimakan secara 
bersamaan setelah ceramah dan doa yang dipimpin oleh Kepala 
Desa atau Tokoh agama setempat. Hidangan yang disajikan 
dalam acara megengan biasanya berupa nasi dan lauk semampu 
masyarakat 
 
b. Selametan Kematian  
Ritual selametan yang dilakukan setelah ada sanak saudara 
yang meninggal dunia kematian juga merupakan suatu tradisi 
penting di Desa tersebut, terdapat beberapa tradisi yang masih 
dilestarikan, yaitu tradisi memperingati tujuh hari kematian, 

































tradisi memperingati 40 hari kematian, tradisi memperingati 100 
hari kematian, tradisi memperingati 1000 hari kematian. Tradisi-
tradisi tersebut pada intinya merupakan tradisi mendoakan orang 
yang meninggal agar dapat diterima di Sisi Allah SWT. Tradisi-
tradisi tersebut umumnya dilakukan di Desa Bungurasih. Karena 
dalam tradisi-tradisi diatas tersimpan makna keagamaan, 
sebagaimana dalam tradisi kematian, yang didalamnya berisi doa 
untuk orang yang meninggal. 
 
c. Gotong Royong 
Selain budaya yang bersifat kejawen, ada pula yang 
dinamakan dengan budaya gotong royong. Budaya gotong- 
royong ini dilakukan dalam rangka meningkatkan rasa tenggang 
rasa serta kerukunan antar warga. Budaya gotong royong ini 
biasanya dilakukan dengan cara kerja bakti baik dalam perbaikan 
jalan, pembangunan rumah maupun yang lainnya. Dan biasanya 
untuk mengumpulkan warga dengan menyebarkan selembaran 
kertas atauundangan pemberitahuan. Adapun acara kerjabakti 






































7. Dinamika Politik Dan Pemerintahan 
Dalam menjalankan program kerja, tugas dan fungsinya secara 
efektif dan efisien, sebuah pemerintah desa tentunya perlu untuk terus 
membenahi kapabilitasnya dalam mengelola kemajuan, baik itu 
kemajuan masyarakatnya maupun kemajuan desanya itu sendiri dan 
lingkungannya. Dengan kata lain, dinamika politik merupakan  
perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat desa karena adanya 
pembangunan desa, perlu diimbangi juga dengan pengembangan 
profesionalitas pemerintahan desa. 
Demikian pula yang dilakukan oleh Kepala Desa Bungurasih 
yakni Ibu Eni yang sudah memimpin Desa Bungurasih selama dua 
periode berjalan. Ia mengatakan bahwa Pembinaan Kesejahteraan 
Keluarga (PKK) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berjalan 
dengan baik. Hubungan atau komunikasi antara Kepala Desa dengan 
lembaga-lembaga lain, juga menunjukkan trend yang positif. Meskipun 
posisi sekretaris kosong, namun hubungan Kepala Desa dengan 
perangkat-perangkat dibawahnya menunjukkan hubungan yang baik 
walaupun terjadi disfungsi dalam menjalankan tugasnya. Menurut Bu Eni 
selaku Kepala Desa menjelaskan bahwa partner kerjanya tersebut 
berhasil menjalankan tugasnya dengan baik.
48
 Inilah kiranya yang 
disebut tipe kepemimpinan kharismatik dan kepemimpinan laissez faire. 
Kepemimpinan kharismatik dan bebas laissez faire berorientasi 
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pada pemimpin yang terlibat dalam kuantitas yang kecil di mana para 
bawahannya secara aktif menentukan  tujuan serta penyelesaian masalah 
yang  dihadapi. Sedangkan karismatik merupakan seorang yang visioner 
yang mampu mempengaruhi pilihan masyarakat berdasarkan pada 
pesona yang melekat pada dirinya. Dalam menjalankan tugas serta 
fungsinya terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan, dan 
ditekankan pada rasa tanggung jawab internal (pada diri sendiri) dan 
kerjasama yang baik. kekuatan kepemimpinan kharismatik dan tipe 
kepemimpinan laissez faire tidak terletak pada pemimpinnya akan tetapi 
terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok. 
Kepemimpinan laissez faire dan kharismatik menghargai potensi setiap 
individu, serta mau mendengarkan nasehat dan sugesti bawahan. 
Bersedia mengakui keahlian para spesialis dengan bidangnya masing-
masing. Mampu memanfaatkan kapasitas setiap anggota seefektif 










































8. Struktur Kepengurusan Desa 


















 Sumber: arsip Desa Bungurasih 2016  
Dari data tabel 4.3 di atas menggambarkan adanya Politik kekerabatan 
dalam menjalankan tugas, pokok serta fungsi sebuah pemerintahan desa. 
Sekertaris sudah kosong sejak lama, Bapak Ali selaku bendahara dan merupakan 
Kepala Desa 
Hj. Eni Rosada Hartiwi 
BPD 
Ketua  : Ahmadi Setyanto.SE.MM 
Wakil  : Khoirun Nasir.S.Ag 
Sekertaris : Fery Ika Sudarsono.S.P 
 
Anggota : Erwin, Suryoto, Achmad 























Kasun  Dsn Kasian 
Maria Ulfa 
 

































adik ipar Ibu Eni merangkap sebagai Kasi Pembangunan. Berikut ini tabel 
kepengurusan organisasi keagamaan desa; 









 Sumber: arsip Desa Bungurasih tahun 2015 
 
Dari paparan data tabel 4.4 pengurus organisasi desa terdapat nama 
Wisnu Pradono juga turut ambil alih kepengurusan organisasi desa. Hal ini 
memungkinkan sering terjadi konflik karena Pak Wisnu Pradono pernah kalah 
dalam Pemilhan Kepala Desa tahun 2010. 
 
9. Visi dan Misi Desa Bungurasih 
 
a. Visi dalam hal ini adalah visi pemerintahan desa, yaitu 
Kepala Desa. Visi pemerintahan desa pada dasarnya 
merupakan gambaran masa depan yang akan diwujudkan oleh 
pemerintah desa dalam periode 2016-2022 fungsi visi 
Nama Ketua Muslimat  : Hj.Sholichah,S.Ag 
Nama Ketua Fatayat  : Hj.Isa Jumaroh,S.Ag 
Nama Ketua Karang Taruna : Wisnu Pradono (Ketua Komisi A DPRD) 
Nama Ketua PKK  : Umrotin 
Nama Ketua IPPNU  : Elis 
Nama Ketua ReMas  : M. Moujoni 
 

































pemerintahan desa terutama sebagai arah bagi perjalanan 
pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan 
masyarakat. Visi bukan mimpi dan bukan slogan tetapi visi 
harus diwujudkan dan dapat diarahkan ketercapaiannya. 
Berdasarkan masalah potensi dan harapan masa depan maka 
pemerintah Desa Bungurasih dalam periode 2016-2022 
menetapkan visi sebagai berikut 
“terwujudnya Desa Bungurasih mandiri dan sejahtera” dan 
mempunyai slogan “Ngawiji Mbangun Deso” 
Dari visi tersebut bisa dijelaskan sebagai berikut: 
-Mandiri  
Kemandirian dalam hal ini meliputi dua sisi yaitu 
pemerintahan desa dan masyarakat oleh karena itu 
kemandirian dapat dilihat dari adanya peningkatan 
kemampuan pemerintah desa dan peningkatan kemampuan 
masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. 
-Sejahtera 
Dari uraian diatas maka ketercapaian visi Kepala Desa dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
 Makin kuatnya kelembagaan pemerintah desa 
 Makin meningkatnya peran masyarakat dalam 
pembangunan 

































 Makin baiknya kebijakan-kebijakan pemerintah 
desa 
 Makin baiknya kualitas pembangunan desa 




Misi dalam hal ini adalah misi Kepala Desa. Misi pada 
dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari 
visi. Misi merupakan bidang-bidang yang akan diarungi untuk 
menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga 
merupakan output yang pernah diciptakan terlebih dahulu 
untuk mewujudkan misi pada dasarnya merupakan beban 
yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi terwujud. Untuk 
mewujudkan visi Kepala Desa  sebagai mana rumusan 
dimuka, maka dirumuskan misi (beban kinerja yang harus 
dilaksanakan) sebagai berikut: 
 Menyelenggarakan pemerintah desa yang efisien, 
efektifdan bersih dengan mengutamakan masyarakat 
 Meningkatkan sumber pendanaan pemerintahan dan 
pembangunan desa. 
 Mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan 
kemitraan dalam pelaksanaan pembangunan desa 

































 Meningkatkan sumber daya manusia dalam 
pembangunan desa berkelanjutan. 
 Mengembangkan perekonomian desa 
 Menciptakan rasa aman, tentram dalam suasana 
kehidupan desa yang demokratis dan agamis. 
 
B. Politik Kekerabatan Desa Bungurasih 
 
Pemilihan Kepala Desa atau seringkali disebut Pilkades adalah 
suatu Pemilihan Kepala Desa untuk mencari pemimpin terbaik yang 
nantinya mempunyai kekuasaan dan wewenang untuk mengendalikan 
pembangunan desa selama beliau terpilih sebagai Kepala Desa yang 
mengedepankan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia oleh warga 
desa setempat.
49
 Berbalik dengan penjelasan diatas, realita yang terjadi di 
lapangan dalam Pemilihan Kepala Desa di Desa Bungurasih meskipun 
langsung, umum, bebas dan rahasia. Ternyata terdapat rahasia yakni dari 
era kolonial sampai sekarang masih dipegang oleh satu keturunan atau 
satu keluarga yang ada hubungan darah yakni keluarga Ibu Eni tidak 
sampai disitu saja warga setempat masih kerabat Ibu Eni. 
Politik kekerabatan dalam bahasa sederhana dapat diartikan 
sebagai sebuah rezim kekuasaan politik atau aktor politik yang 
dijalankan secara turun-temurun atau dilakukan oleh satu keluarga 
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ataupun kerabat dekat. Pada dasarnya politik kekerabatan memunculkan 
pro dan kontra. Sebagian ada yang menganggap baik karena kestabilan 
politik terjaga dan sebagian pula ada yang menganggap politik 
kekerabatan hanyalah alat yang digunakan para pejabat untuk 
mempertahankan kekuasaannya. Selain itu politik kekerabatan 
mempersempit kesempatan bagi orang lain berpartisipasi lebih untuk 
menjadi kepala daerah atau Kepala Desa karena biasanya calon 
pemimpin hasil dari politik dinasti lebih banyak dukungan.
50
  
Tabel 4.5 Kompetisi Pilkades Desa Bungurasih 




Krisna Sugandhi 38% 
 
Ahmad Sudirman 28% 
Sri Suwarni  5% 
Nur Salam 9% 





HJ. Eni Rosida Hartiwi 
32% 
 
Dewi Arafa 20% 
Zulkifli, HS.BE 18% 






HJ. Eni Rosida Hartiwi 
57% 
 
Aruman 18 % 
Nanang 4% 
Abdul Mutih 21% 
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Sumber: arsip-arsip Desa Bungurasih 
Tahun 2016 jika kita lihat jumlah Pemilih tidak ada suara golput, 
cek tabel 4.1 data penduduk berdasarkan usia. Ibu Eni mendapatkan 
suara 3.016 suara sesuai dengan penelitian saya bahwasannya Ibu Eni 
mempunyai rata-rata 100 KK (Kartu Keluarga) dari setiap 3 wilayah RW 
(RW 01, RW 02, RW 03) maka 1 kartu keluarga terdapat 4 suara 
pemilih. Jika kita hitung 4 anggota keluarga dikalikan 100 rata-rata tiap 
RW, dikalikan 3 jumlah wilayah maka jumlah kerabat Ibu Eni 1200 
orang.   
Seperti kita ketahui bahwasannya politik kekerabatan rentan 
dengan yang namanya KKN Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terutama 
dalam tingkat desa. Pada umumnya posisi kajian mengenai isu dinasti 
politik ini berada dalam konteks perbincangan mengenai politik 
kekerabatan (keluarga) sebagaimana dapat dibaca dalam cara bagaimana 
para ahli itu mendefinisikan dinasti politik. Pablo Querubin 
mendefinisikan dinasti politik sebagai sejumlah kecil keluarga yang 
mendominasi distribusi kekuasaan dalam area geografis tertentu. Mark 
R. Thompson menjelaskan dinasti politik hanya sebagai jenis lain dari 
transisi (peralihan) kekuasaan politik, langsung maupun tidak langsung, 

































yang melibatkan anggota keluarga. Hal ini diperkuat dengan hasil 
wawancara dengan Bapak Mr. Z.
51
 
“ Politik kekerabatan suatu jabatan politik yang diserahkan secara 
turun temurun dalam lingkup keluarga. Saya aslinya orang Jetis pada 
tahun 1980 ada PemilihanKepala Desa tapi ternyata di Desa Bungurasih 
berbeda dengan umumnya dimana calon Kepala Desa masih kerabat 
Kepala Desa sebelumnya dan Pemilihnya atau warganya kerabat semua 
pada masa Pak Asrori terdapat istilah Bombong Kosong” 
 
Dari hasil wawancara dengan Mr. Z peneliti bisa menyimpulkan 
Pilkades yang terjadi di Desa Bungurasih berbeda dengan Pilkades desa-
desa lain. Sudah menjadi rahasia umum Desa Bungurasih memanfaatkan 
kekerabatan yang termasuk elit desa demi kemenangan jabatan kepala 
desa. Dengan Mr. Z, peneliti mendapatkan banyak informasi penting 
seperti ulasan diatas 1 RW terdapat 100 kartu keluarga bisa lebih, setiap 
satu kartu keluarga ada  3 atau 4 orang yang berhak memilih bisa di 
simpulkan 1 RW memberikan kurang lebih 350 suara sah dari kerabat. 
 Antara teori dengan hasil wawancara dapat diambil sebuah 
kesimpulan bahwasannya politik kekerabatan atau yang lebih sering 
disebut politik dinasti itu suatu jabatan politik yang diturunkan secara 
turun temurun dalam ruang lingkup keluarga. Politik kekerabatan 
memanfaatkan senior atau pemimpin terdahulu menjadi patokan untuk 
memimpin di tahun selanjutnya. Sebenarnya kalau kita berkaca atau 
mengikuti aturan yang kita anut, sistem di Indonesia termasuk dalam 
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sistem demokrasi, jadi sebenarnya politik kekerabatan tidak 
diperbolehkan di negara kita. 
Politik kekerabatan  yakni dimana sesuatu kekuasaan yang tidak 
hanya turun temurun dipegang dan dipertahankan oleh  keluarga tapi tali 
persaudaraan diikat oleh satu  garis keturunan  marga atau nasab  dari 
banyak keluarga sehingga dimana semua kerabat atau keluarga turut 
menerima keberhasilan dari salah satu keluarga yang meraih. Tidak 
dipungkiri  adanya keluarga yang berhasil meraih kekuasaan dalam suatu 
daerah maka secara otomatis kerabat  menjadi elit dikalangan daerah 
tersebut. Indonesia khususnya tidak lagi menganut sistem monarki atau 
sistem kerajaan yang bisa mengambil alih kekuasaan secara turun 
temurun dan kekeluargaan. Namun realita yang terjadi demokrasi masih 
jauh dari kata sempurna untuk mengambil alih kekuasaan terkesan dari 
undang-undang, peraturan pemerintah, maupun tata tertib pemilihan yang 
menjadi landasan pelaksanaanya hanyalah sebatas aturan formal penuh 
kelemahan dan tidak menjamin rekrutmen politik yang demokratis, 
obyektif dan rasional. Karena jika kita melihat dari beberapa kasus yang  
mana kekuasaan di daerah terkesan di atur dan di setting untuk beberapa 
elit saja. Contohnya masih hangat yakni politik dinasti oleh keluarga 
Ratu Atut Banten bahkan level partai besar yang masih dipegang oleh elit 
keluarga. 

































Dalam level kekuasaan nasional terdapat nama Ratu Atut. Politik 
kekerabatan atau politik dinasti Ratu Atut berada di tingkat Provinsi 
Banten. Sudah bukan rahasia jika Provinsi Banten di kuasai oleh 
segelintir elit keluarga Ratu Atut. Adapun dalam kasusnya terungkap 
nama Ibu tirinya menjadi Wakil Bupati Pandeglang, Suaminya menjadi 
Ketua DPD Partai Golkar Banten dan Anggota DPR, Anak pertamanya 
menjadi anggota DPD Banten, Adik kandungnya menjadi Wakil Bupati 
Serang, Adik ipar sebagai Wali Kota Tanggerang Selatan, dan 
menantunya, Istri dari anak pertama sebagai Wakil Ketua DPRD Kota 
Serang. Dari penjelasan diatas tidak dipungkiri adanya konsep kekuasaan 
dalam keluarga sehingga posisi strategis dalam memimpin daerah tetap 
jatuh dalam lingkup kerabat. Dalam level desa yakni Desa Bungurasih 
yang diteliti oleh penulis ditemukannya politik kekerabatan yang 
berusaha mempertahankan kekuasaan di level lokal. Berikut ini paparan 
dari salah satu tokoh masyarakat Bungurasih Tengah: 
“Desa Bungurasih termasuk desa yang sudah berkembang pesat, 
mempunyai 5 wilayah RW, 3 RW mayoritas kerabat Ibu Eni di setiap 
RW terdapat 100 Kartu keluaraga yang masih kerabat, bahkan ada yang 




Jika melihat dari hasil temuan data tersebut menarik untuk kita 
teliti. Karena fenomena tersebut bisa dikategorikan sebagai politik 
kekerabatan yang mana fenomena tersebut hampir sama halnya dengan 
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politik dinasti yang marak terjadi dibeberapa daerah. Namun lebih 
uniknya fenomena politik kekerabatan yang saya teliti yakni di daerah 
yang bersampingan dengan kota besar, strategis ternyata masih 
menggunakan demokrasi tradisional dimana separuh lebih warganya 
kerabat Kepala Desa dan dibalik pemikiran Ibu Eni  masih menggunakan 
ide suami beliau yang pernah menjabat 20 tahun. Berikut salah satu 
pemaparan tokoh agama tentang bentuk kekerabatan Desa Bungurasih: 
“kemenangan berturut-turut Ibu Eni tidaklah  lepas dari peran sanak 
keluarga, salah benar pastinya tetep keluarga. Saudaranya juga orang 
kaya semua. Warga Bungurasih timur masih melihat kepemimpinan Pak 
Asrori karena sering memberi kemudahan. Pak Asrori dan Ibu Eni sering 
memberikan santunan  di daerah Bungurasih timur.”53 
 
Jauh dari memandang kekerabatan dan kekuasaan itu sebagai 
pengertian yang saling meniadakan, antropologi politik telah 
memperlihatkan ikatan-ikatan kompleks antara dua sistem itu, 
menganalisanya, serta menghubungkan teori-teori mengenai hubungan-
hubungan itu dengan berlandaskan kepada karya lapangan. Meskipun 
demikian, tidaklah mudah untuk membedakan antara hubungan 
kekerabatan dan kekuasaan dengan menimbang begitu eratnya hubungan 
antara keduanya. Dibanyak masyarakat- masyarakat primitif misalnya 
banyak ditemui  adanya kekuasaan yang selalu disandingkan dengan 
kekerabatan. Hal ini dapat dilihat dari kreteria masyarakat primitif 
khususnya dalam keanggotaan suatu komunitas politik. Seperti halnya 
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metode keturunan baik dari garis keturunan patrineal maupun 
matrilineal terutama mengkondisikan kewarnegaraan dalam masyarakat-
masyarakatnya serta didasarkan atas hubungan-hubungan dan kelompok-
kelompok yang disusunnya secara tajam yang akan berbeda dengan 
kekerabatan dalam pengertian ketetapannya. Sedangkan dalam 
masyarakat segmenter yang menarik sebuah sistem perbudakan 
domestik, status para budaknya didefinisikan terutama dalam pengertian 
pengucilan dari sebuah garis keturunan dan mengambil bagian sebagai 
kontrol atas kehidupan masyarakat.
54
Kekerabatan adalah  unit-unit sosial 
yang terdiri dari beberapa keluarga yang memiliki hubungan darah atau 
hubungan perkawinan.
55
 Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja 
didasarkan karena adanya hubungan perkawinan atau karena adanya 
hubungan keluarga tetapi karena adanya hubungan darah. Selain itu juga 
menyebutkan bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena 
hubungan darah melainkan juga berasal dari kelompok keturunan 
(liniage) atau garis keturunan (descent). Antara anggota kelompok 
keturunan saling berhubungan karena memiliki nenek moyang yang 
sama dan kelompok kekerabatan ini bersifat patrilineal atau matrilineal 
Dari penjelasan diatas menjelaskan menunjukan kekuatan kerabat 
dimana apabila kerabat kita salah atau benar seorang tersebut 
bagaimanapun adalah saudara, Pak Asrori dalam hal pemerintahan bisa 
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dibilang rahasia keberhasilan Ibu Eni dalam memimpin desa karena Desa 
Bungurasih dipandang warganya merupakan desa yang maju. Berikut 
paparan tentang Pak Asrori: 
“Desa Bungurasih saat ini termasuk desa yang maju bisa dilihat 
dari infrastruktur bahkan bahkan banyak program-program dari Ibu Eni 
dan program ini melanjutkan program dari suami beliau”56 
 
Dari paparan tersebut kita mengetahui bahwasannya program-
program Ibu Eni melanjutkan dari suami yakni dimna era kepemimpinan 
Ibu Eni Desa Bungurasih mengalami perubahan atau perbaikan 
infrastruktur yang cukup segnifikan yakni jalan kecil atau gang di 
paving, membangun gedung serbaguna yakni agar difungsikan sebagai 
rapat, acara warga desa: perkawinan, sekarang diahli fungsikan sebagai 
kantor kepala desa sementara, merenovasi kantor kepala desa lama  dan 
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 Jalan desa Jl.desa  
 
 










Sumber: Gambaran dari Tokoh-tokoh Masyarakat Desa Bungurasih 
 
Dalam penjelasan tabel 4.6 peta lokasi kekerabatan diatas wilayah 




Jl.Raya Medaeng - Waru 
sungai 
Ramayana 
Rumah warga RW 01(Dukuh Kasian 
Rumah warga 
1 
Rumah warga  W 02 Bungur Barat 
RW 02  Bungur Barat 
Warga Menanggal 





Tengah RW 03 
 




































































Kasian, Bungurasih Timur, RW 2 Bungurasih Barat atau nomor(1) juga 
mayoritas kerabat di wilayah sini Rumah Ibu Eni, serta RW 03 
Bungurasih Tengah juga mayoritas kerabat dimna dalam peta diatas 
nomor(2) rumah dari Bapak Ali selaku adik ipar dan  Kasih 
Pembangunan. 
Desa Bungurasih terletak di Kecamatan Waru Kabupaten 
Sidoarjo letaknya pun strategis, Desa Bungurasih ini adalah perbatasan 
kota antara kota Surabaya-Sidorjo dan juga dekat dengan Ibu kota 
Kecamatan. Desa Bungurasih terdiri dari 5 ke RW-an yaitu RW 1 
Bungurasih yang dulunya adalah Dukuh Kasian, RW 2  Bungurasih 
Barat, RW 3 Bungurasih Tengah, RW 4 Bungurasih Utara, RW 5 di 
Perum Hamada yang berbatasan dengan kelurahan Menanggal. Disini 
tokoh Bungurasih tengah menceritakan dan menulis sudah melakukan 
penelusuran dimana terbukti RW 1 sebagian besar mengenal Bu Eni 
karena mayoritas kerabat, RW 02 Bungurasih barat juga mayoritas 
kerabat karena rumah Bu Eni berada di wilayah sini, dan RW 3 adalah 
hampir semuanya adalah keluarga Ibu Eni di RW 3 sinilah rumah Pak 
Ali selaku Bendahara dan Kasih pembangunan. Di RW 4 kerabatnya 
tidak berada dalam satu wilayah melainkan terpisah-pisah dan 
merupakan tim sukses Ibu Eni saat Pemilihan Kepala Desa berlangsung. 
Kekerabatan yang terjadi di Desa Bungurasih seperti teori 
kekerabatan di atas yakni kindret  yaitu berkumpulnya orang-orang yang 

































saling membantu melakukan kegiatan-kegiatan bersama saudara, sepupu, 
dan yang lainnya dengan tujuan memeperlancar bisnis. Sedangkan 
kelompok kedua disebut kelompok dame yang terdiri dari keluarga luas, 
keluarga ambilineal kecil dan besar serta paroh masyarakat. Dalam hal 
ini peneliti mengartikan bisnis keluarga yakni mempertahankan 
kekuasaan. 











    Sumber: Tokoh-tokoh masyarakat Desa Bungurasih 
Asrori Sujoko 




Ibu Eni  
Menjabat 2010-2022 
2 Periode berjalan 
 
Pak Ali 
 Selaku Adik Ipar 
Merangkap Bendahara Desa 
Dan Kasi Bangunan 
 
3 Wilayah RW dari 5 RW 
Mayoritas Kerabat Ibu Eni 
H.Usman Ali 
Selaku Ayah Ibu Eni 
Menjabat tahun  
1970-1980/10 Tahun 
 Rochim 
 Kerabat sebagai 
 Kasi Umum 
Krisna Sugandhi  
Selaku Kerabat Ibu Eni 
Menjabat tahun 2000-2010 
/10 Tahun 
Masa Kepemimpinan 
Ibu Eni  
Periode 2016-Sekarang 
 

































Dari penjelasan tabel diatas bisa diketahui bahwasannya Ibu Eni 
mempunyai garis keturunan dari Kepala Desa pendahulu yakni Ayahnya, 
Suami juga pernah menjabat, bahkan kerabat juga pernah menjabat 
Kepala Desa. Dalam masa kepemimpinan Ibu Eni melakukan pembagian 
kekuasaan birokrasi meskipun peneliti tidak bisa maksimal mengungkap. 
Kepengurusan birokrasi desa tanpa adanya sekertaris serta memanfaatkan 
kepandaian Pak Ali selaku Adik Ipar yakni merangkap Bendahara dan 
Kasih Bangunan. 
Seperti kajian teori dalam studi Eisenstadt S.N. dan Roniger Luis  
dikemukakan, bahwa pemberian prioritas kepada anggota keluarga dan 
kerabat dalam kehidupan politik itu didasarkan pada 4 (empat) 
argumentasi, yakni: (1) Kepercayaan (trusty), maksudnya bahwa 
keluarga atau kerabat lebih dapat dipercaya dan tak mungkin berkhianat 
seperti yang lazim dilakukan politisi pemburu kekuasaan; (2) Kesetiaan 
(loyality), bahwa kerabat akan jauh memiliki loyalitas tinggi dalam 
konteks menjalankan semua tugas politik terutama dalam hal menjaga 
wibawa dan kehormatan kerabat besar ketimbang orang lain; (3) 
Solidaritas (solidarity), artinya kerabat dipastikan jauh memiliki tingkat 
solidaritas yang tangguh terutama dalam menolong klan keluarga besar 
dari kebangkrutan kekuasaan dan kekayaan ketimbang mereka yang 
bukan dari kalangan kerabat; (4) Proteksi (protection), hal ini terkait 
dengan kepentingan mempertahankan gengsi dan kehormatan keluarga 

































besar. Pada dasarnya kebenaran teori tidak terlepas fakta yang terjadi di 
lapangan. Berikut paparan politik kekerabatan Desa Bungurasih menurut 
salah satu warga: 
“Ibu Eni dan keluarga Desa Bungurasih ini semacam mempunyai 
politik dinasti mas..., sudah banyak orang yang ingin mencalonkan 
Kepala Desa, bahkan paman saya sudah 2  periode mencalonkan namun 
hasilnya tidak maksimal, mayoritas desa rata-rata kerabat bahkan di 
wilayah Bungurasih Utara notabanennya daerah wilayah paman saya 
masih terdapat kerabat Bu Eni yang dijadikan tim pemenangan”  57 
 
Dari penjelasan banyak diatas kita bisa mengetahui bahwasannya 
Ibu Eni memimpin Desa Bungurasih meneruskan program suami Bapak 
Asrori Sujoko memimpin tahun 1980-2000. Bahkan dalam penelitian 
lebih lanjut dimana ayah Ibu Eni yakni, H. Usman Ali juga pernah 
memimpin Kepala Desa 1970-1980. Ini membuktikan bahwsannya 
masyarakat atau lebih tepatnya kerabat masih mempercayai hanya dari 
garis keturunan keluarga Ibu Eni yang mampu memimpin desa. Lain sisi 
sebagian warga yang merasa mampu namun tak mempunya modal sosial 
di desa seperti data tabel penelitian yakni Pak Wisnu Pradono, Zulkifli 
HS.BE harus menerima dengan lapang karena keterbatasan jumlah 
pemilih yang mayoritas keluarga Ibu Eni.  Sudah menjadi tanggung 
jawab bersama jika sistem demokrasi dirusak dengan adanya kekerabatan 
yang solid. Menambah bukti bahwasaanya di Indonesia belum matang 
tentang demokrasi sehingga ada penyuluhan terkait pemahaman ilmu-
ilmu politik.  
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C. Peran Kerabat Dalam Pemenangan Pilkades 2016. 
Kekerabatan adalah  unit-unit sosial yang terdiri dari beberapa 
keluarga yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. 
Sistem kekerabatan dijelaskan bukan hanya saja didasarkan karena 
adanya hubungan perkawinan atau karena adanya hubungan keluarga 
tetapi karena adanya hubungan darah. Selain itu juga menyebutkan 
bahwa kunci pokok sistem perkawinan bukan karena hubungan darah 
melainkan juga berasal dari kelompok keturunan (liniage) atau garis 
keturunan (descent). Antara anggota kelompok keturunan saling 
berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama dan kelompok 
kekerabatan ini bersifat patrilineal atau matrilineal.  Berikut wawancara 
dengan salah satu kerabat beliau mengenai peran kerabat dalam Pilkades: 
“Desa Bungurasih dari dulu rata-rata calon Kadesnya masih berbau 
saudara mas..., herannya lagi yang milih ya saudara-saudara sendiri”58 
 
Seperti informasi yang saya dapatkan yakni  para Calon Kepala 
Desa, serta Pemilihnya adalah mayoritas kerabatnya tidaklah heran 
apabila politik kekerabatan akan menjadi dominan. Dimana Desa 
Bungurasih mempunyai orang yang berpengaruh atau merasa lebih 
mampu dalam hal kepemimpinan mereka tidak mampu mengalahkan 
gerakkan massa elit kekerabatan Ibu Eni. Berikut ini kelanjutan 
wawancara dengan warga Bungurasih; 
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“disini mayoritas kerabat Ibu Eni mas bahkan sederet gang ini adalah 
dulur, ponakan, misanan dan rata-rata saudara, serta kerabat Ibu Eni 
kebanyakan menjadi pengusaha cat Mobil, Polisi, Guru, Tentara bahkan 
ketua pengurus organisasi tingkat wilayah desa PCNU.
59
 
Dalam kajian pustaka, Nur Holifa, Skripsi, Politik Dinasti 
Samidin, Sampang Madura terdapat temuan bahwasannya keturunan 
Kepala Desa dari generasi ke generasi selanjutnya terkait adanya strategi 
mengikat masyarakat seperti cara rentenair, dalam temuannya terdapat 
Kepala Desa pendahulu yang memberikan hutangan berupa uang, emas, 
pupuk, hewan ternak terhadap warga. Secara tidak langsung warga 
terikat dan tidak bisa lepas dari Kepala Desa tersebut.  
Berbeda  informasi wawancara yang didapat penulis memberikan 
fakta bahwasannya kerabat dari penguasa pasti menjadi golongan elit 
desa. Dan mereka juga menjadi profesi yang disegani masyarakat sekitar. 
Sesuai dalam penjelasan sebelumnya kekerabatan yang ada di Desa 
Bungurasih tidak hanya sebatas pergantian kekerabatan dalam memimpin 
desa. Silsilah kepemimpinan yakni H. Utsman Ali yang menjabat Kepala 
Desa dari tahun 1970-1980, dilanjutkan oleh menantu beliau atau suami 
dari Ibu Eni yakni Bapak Asrori Sujoko menjabat dari tahun 1980-2000, 
selanjutnya kerabat beliau Krisna Sugandhi yang menjabat dari tahun 
2000-2010 dan berakhir hingga sekarang yakni pemerintahan Ibu Eni 
2010-sekarang yang sudah mengalami perubahan perbaikan infrastruktur 
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desa, sarana-sarana umum seperti ambulan siaga desa sehingga pada 
tahun 2016 masyarakat umum juga banyak yang memilihnya. 
Dalam Pilkades 2016 peran kekerabatan biasanya selalu 
berdampingan dengan kekuasaan sehingga kekuasaan dipandang sebagai 
suatu gejala yang selalu terdapat dalam proses politik, namun para 
ilmuan politik tidak ada yang sepakat mengenai perumusan pengertian 
kekuasaan. Bahkan beberapa diantaranya menyarankan agar konsep 
kekuasaan ditinggalkan dengan alasan bersifat kabur dan selalu 
berkonotasi emosional. Namun tampaknya politik tanpa kekuasaan 
apalagi sekarang fenomena politik kekerabatan ibarat agama tanpa moral. 
Karena modern ini banyak para aktor politik yang selalu melibatkan 
keluarganya untuk berkecimbung juga dalam dunia politik hal ini terlihat 
diberbagai daerah menjelang Pemilihan kepala daerah yang serentak 
dilakukan pada akhir-akhir ini.Berikut ini adalah hasil peneliti 
wawancara dengan warga Bungurasih penilaian terhadap Ibu Eni, 
penjelasan salah satu tokoh masyarakat Bungurasih tengah : 
“Di Desa Bungurasih memang mayoritas kerabat Ibu Eni Mas 
jadi semacam mempunyai dinasti dan jika ada pemilihan kekerabatan di 
fungsikan sebagai tim sukses dengan kata lain mengajak tetangganya 
memilih Ibu Eni” 
 
Dari penjelasan warga yang menyatakan Ibu Eni tegas, baik, 
banyak programnya peneliti setuju dengan pernyataan tersebut, namun 
dalam hasil penelitian jika dilihat dari hasil wawancara sebelumnya 

































program Ibu Eni tersebut melanjutkan program suaminya, bahkan 
suaminya sering terlibat maka gugur pernyataan di atas. Jika dilihat dari 
birokrasi kita bisa mengetahui bahwasanya kepemimpinan Ibu Eni tanpa 
adanya Sekertaris Desa, kerabat adik ipar memegang kendali atas 
Bendahara dan Kasi Pembangunan adapun bagian Kasi Umum juga 
dipegang kerabat. Maka bisa disimpulkan gaya kepemimpinan Ibu Eni 
bebas atau Laissez Faire dimana pemimpin tidak memimpin atau 
mengendalikan bawahannya sepenuhnya, tidak ikut serta dengan 
bawahannya. Dalam teori politik kekerabatan model seperti ini sering 
ditemukan karena demi berlangsungnya roda pemerintahan dan ketengan 
dalam desa. Adapun kutipan wawancara dengan salah satu tokoh agama 
Bungurasih Timur: 
“Bu Eni di Bungurasih memang orangnya baik, banyak sekali 
programnya. Suami Bu Eni dulu juga pernah menjadi Kepala Desa tidak 
menutupi kebenaran program Ibu Eni dari pemikiran suami, 
bagaimanapun istri kalau ada permasalahan harus membicarakan dengan 
suami, jadi wajar. 
 
Dari paparan diatas peneliti bisa menyimpulkan yakni memang 
gaya kepemimpinan Ibu Eni, baik, banyak ide atau program yang 
dijalankan, banyaknya pembangunan yang terlealisasi yakni gedung 
serbaguna, merenovasi kantor Kepala Desa. Adapun salah salah satu 
kerabat menjelaskan terkait peran kerabat: 

































“Sudah menjadi kewajiaban saudara mas.. jika kita mempunyai 
keluarga yang berprestasi atau berhasil menjadi Kepala Desa suatu 
kehormatan. Kalau berhasil pastinya keluarga juga mendapat bagian”60 
Peneliti menyimpulkan benar dari data orang yang memberikan 
informasi pertama yakni dimana setiap ada pemilu kerabat digerakkan 
dan membuat tangan kekuasaan harus dipimpin garis keturunannya. Hal 
ini dibenarkan salah satu akademisi yang berada di desa mengatakan: 
“Bungurasih memang benar ada kekerabatan walupun juga ada 
perang kekerabatan didalamnya,memang disana seperti sekuler desa 
membangun desa keluarga entah ayahnya anaknya akan membangun 
Bungurasih satu, Untuk itu menjadi Bungurasih satu tentunya harus ada 
pembelajaran politik, disana sudah dibentuk Partai NU untuk 
menyeimbangi gerakan Bungurasih satu namun Nu juga digerogoti 
orang-orang tersebut membuat keperhatinan masyarakat yakni kesusahan 
dalam hal kepengurusan, penangkasan dan penangkalan kemiskinan 
berkurang. Bungurasih teoritis letak geografisnya sudah memenuhi 
syarat untuk menjadi kecamatan tapi desa tidak mau merubah  karena 
nanti kekerabatan akan terpecah belah dan kekerabatan akan memiliki 
jaringan masing-masing tentunya perlu pembelajaran politik yang 
mendalam sampai titik masyarakat bawah karena tetap sampai saat ini 
siapa yang besar siapa kaya dia yang berkuasa, dan siapa yang dekat 
dengan kepengurusan desa maka semuanya akan dilancarkan. Solusinya 
harus ada kooperatifkan semua tokoh-tokoh setiap wilayah 
Bungurasihtengah, kekerabatan secara gerakan di tataran kecil atau besar 
adanya pengkaderan walaupun tidak terlihat secara masif maka harus ada 
pembaruan secara manual mungkin ngopi dan sebagainya karena 
manusia tekstur materil. Apapun yang dibawah seperti anaknya 
ponakannya pasti dituruti oleh Pak Lek, Bu Lek artinya seseorang yang 
menjadi sekarang karena nilai kemoralan dikikis oleh hal seperti itu.
61
 
Dari beberapa hasil wawancara yang didapatkan ditutup dengan 
pembenaran dari salah satu akademisi desa yakni benar adanya politik 
kekerabatan dan adanya pergerakan yang tidak terlalu nampak 
bahwasannya politik kekerabatan memang dibentuk agar Desa 
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Bungurasih tetap dipimpin oleh golongan kerabat. Seperti yang 
dirumuskan Yasoshi Asako mendefinisikan politik dinasti yakni politisi 
yang mewarisi jabatan publik. 
Di wilayah Indonesia terdapat banyak temuan bahwasannya 
setiap daerah mempunyai politik kekerabatan yakni menggunakan nama 
kerabat pendahulu yang sebelumnya pernah memimpin atau menjabat, 
menggunakan kekuatan mayoritas kerabat artinya melakukan nepotisme 
sehingga melegalitaskan sistem demokrasi. Sama halnya hasil informasi 
yang peneliti dapatkan : 
“peran kerabat yakni mensukseskan setiap Pilkades, bisa masnya 
lihat jumlah data Pemilih, jumlah penduduk yang berhak memilih. Peran 
kerabat mayoritas yakni sebagai pemilih, mempengaruhi tetangga agar 
ikut memilih Ibu Eni”62 
 
Dalam kasus Desa Bungurasih kita bisa melihat, mengambil 
kesimpulan bahwasannya peran kerabat yakni memilih kerabat yang 
sedang diusung dan mempengaruhi tetangga sekitar agar memilih Ibu 
Eni. Berikut hasil temuan lain dengan salah satu warga:   
“ Di Desa Bungurasih ini mayoritas kerabat dari Ibu Eni bahkan 
setiap wilayah baik RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05 semuanya 
terdapat keluarga Ibu Eni. Artinya jika mereka memilih Ibu Eni, calon 
kepala desa lain pasti gagal mas. Dalam hal ini peran kerabat yakni ada 
yang sebagian menjadi tim sukses yakni mempengaruhi tetangga apabila 
nanti memilih Ibu Eni bisa berkunjung kerumah Ibu Eni dan 
mendapatkan hadiah. 
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Bisa disimpulkan kekerabatan Desa Bungurasih selain menjadi 
tim sukses mempengaruhi tetangga, sisi lain menginformasikan 
bahwasannya jika memilih Ibu Eni mendapatkan imbalan berupa hadiah. 
Artinya Ibu Eni juga menggunakan selain modal sosial juga 
menggunakan modal materi sehingga kerabat dan mayoritas warga 
memilihnya. 
Tidak menutupi kemungkinan bahwasaanya suatu tingkatan 
wilayah desa masih menggunakan peran kekerabatan dalam seleksi 
demokrasi karena ini adalah cara yang sah karena warga yang memilih 
adalah kerabat dari calon atau petahana kepala desa. Desa Bungurasih 
yang sudah berkembang di samping Kota Besar Surabaya dan Desa yang 
terkenal dengan ikon Terminal Purabaya namun dalam hal pemerintahan 
masih dipegang oleh satu garis keturunan dan warganya mayoritas 
kerabat, keluarga besar yang hidup bersama dan berdampingan dan 
menjadi tim sukses apabila kerabat mencalonkan diri sebagai pemimpin 







































KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
A.  Kesimpulan 
1. Bentuk kekerabatan Desa Bungurasih dimana kekuasan Kepala Desa 
dipegang garis keturunan pendiri punden desa termasuk yang saat ini 
yakni Ibu Eni. Adapun kekerabatan Ibu Eni yakni berada di RW 01 
Bungurasih atau yang dulunya dukuh Kasian, RW 02 Bungurasih 
Barat, RW 03 Bungurasih Tengah yang setiap RW ada hampir 100 
kartu keluarga. Jadi bisa dikatakan kekerabatan yang terdapat dalam 
Desa Bungurasih keluarga yang luas dari keturunan ayah atau ibu 
atau disebut bilateral juga bisa dikatakan kekerabatan kindred 
dimana kesatuan kerabat yang melakukan interaksi atau berkumpul 
antar anggota kerabat pada waktu tertentu. Dalam kehidupan politik 
memang sudah terjadi pengkaderan dari saudara-saudara yang lebih 
terdahulu memimpin meskipun tidak terlihat secara masif namun 
sudah disiapkan untuk memimpin Desa Bungurasih selanjutya. 
Bahkan demi mempertahankan kekerabatan pemerintah desa tidak 
mau menjadikan Desa Bungurasih menjadi Kecamatan karena jika 
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terjadi nanti bakalan terpecah dan banyak kerabat yang memiliki 
jaringan masing-masing. 
2. Peran kerabat dalam hal ini sudah sangatlah jelas, jika sudah ada 
pengkaderan  maka tugas kerabat yang lain pastinya gerakannya 
yakni menjadi tim sukses yakni mempengaruhi tetangga sekitar untuk 
memilih nama kerabat yang diusung  dan memastikan kerabat yang 
diusung berhasil menduduki Bungurasih satu. Karena merupakan 
keberhasilan serta akan menjadi orang terpandang (elit) jika kita 
menjadi saudara dari sebuah penguasa wilayah meskipun dalam 
lingkup desa. 
 
B. Saran-saran  
1. Harapan terhadap pemerintah desa yakni tidak adanya perbedaan 
perlakuan antara kerabat sendiri, warga asli yang bukan kerabat, dan 
warga pendatang dalam hal kepengurusan surat menyurat, perizinan 
dalam segala bidang yang berkaitan dengan birokrasi pemerintahan 
desa karena beberapa warga ada yang merasakan ketidakadilan. 
2. Terhadap tim pemenangan atau kerabat,berharap tidak melakukan 
nepotisme dikarenakan tidak akan menang salah seorang calon 
kepala desa dari luar garis keturunan lain meskipun orang tersebut 
lebih mampu dalam membina dan memimpin desa. 

































3. Bagi penulis penelitian ini masih jauh dari sempurna karena tidak 
bisa mengungkapkan, menggambarkan secara utuh bentuk politik 
kekerabatan Desa Bungurasih dengan menyebutkan daftar nama-
nama saudara dan  Kepala Desa pendahulu. Merupakan saran kepada 
peneliti selanjutnya agar bisa menyebut mulai dari Kepala Desa 
pertama sampai keturunan kesembilan saat Ini Ibu Eni. Peneliti 
menyadari keterbatasan mengungkap politik kekerabatan karena 
bukan kerabat dari Ibu Eni atau warga Desa Bungurasih.  
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